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REPUBLIK INDONESIA,
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Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 342);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 411);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 878);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat per Tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 845);

MEMUTUSKAN: . . .



Menetapkan
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KETIGA

-0

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PETA PROSES
BISNIS PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

: Menetapkan Peta Proses Bisnis di Kementerian Koordinator

Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Peta Proses Bisnis Kemenko PM sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Peta Proses Bisnis Kemenko PM digunakan sebagai acuan

dalam tata laksana pelaksanaan kegiatan sebagaimana tugas
dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Persidangan

P

Niken Ariati
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PETA PROSES BISNIS PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
(Kemenko PM) melalui Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 merupakan
langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan fokus terhadap pemberdayaan
masyarakat sebagai prioritas pembangunan nasional. Sebagai kementerian yang
baru dibentuk dalam Kabinet Merah Putih, Kemenko PM memiliki mandat utama
untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang
pemberdayaan masyarakat. Kemenko PM memegang dua mandat strategis dari
Presiden untuk memimpin upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan
ekstrem. Pertama, sesuai Inpres No. 4/2025, kami melakukan sinkronisasi,
koordinasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk
mengintegrasikan data sosial ekonomi nasional sebagai rujukan utama penetapan
sasaran program. Kedua, melalui Inpres No. 8/2025, kami secara aktif
mengoordinasikan K/L untuk menjamin ketepatan sasaran dan keterpaduan
program di lapangan. Struktur organisasi kementerian ini telah diatur melalui
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Permenko PM)
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang menjadi landasan formal dalam
pembentukan unit-unit kerja di dalamnya. Namun, struktur organisasi tersebut
belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional secara optimal tanpa
adanya dokumen pendukung yang jelas dan terperinci, seperti Peta Proses Bisnis.

Peta Proses Bisnis menjadi elemen esensial untuk mendukung efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PM. Peta Proses Bisnis berfungsi
sebagai alat untuk memetakan alur kerja, tanggung jawab, dan interaksi antar
unit dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Dengan peta ini,
Kemenko PM dapat mengidentifikasi potensi duplikasi pekerjaan, memperbaiki
proses yang tidak efisien, dan memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan
sesuai dengan tujuan strategisnya.

Urgensi penyusunan Peta Proses Bisnis semakin meningkat mengingat Kemenko
PM masih berada dalam tahap awal pembentukannya. Sebagai kementerian yang
mengemban peran koordinatif, Kemenko PM harus mampu bekerja secara sinergis
dengan kementerian/lembaga lain serta berbagai pemangku kepentingan. Tanpa
adanya Peta Proses Bisnis yang memandu proses internal dan mekanisme kerja,
risiko ketidakefektifan koordinasi dan hambatan komunikasi dapat meningkat,
yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan
masyarakat. Oleh karena itu, Peta Proses Bisnis ini akan menjadi landasan utama
untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara sistematis
dan terukur.

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Penyusunan peta proses bisnis dimaksudkan agar setiap unit kerja di lingkungan
Kemenko PM memiliki proses bisnis dan prosedur baku dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya. Adanya peta proses bisnis diharapkan dapat memberikan
pelayanan terbaik dan optimal kepada pengguna layanan serta para pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal Kemenko PM.

Ruang lingkup penyusunan proses bisnis mencakup seluruh aktivitas proses
kegiatan di setiap unit kerja yang berisi hubungan antar unit kerja baik internal
maupun eksternal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk pencapaian
kinerja yang ditetapkan, terdiri dari:

1. Peta. ..
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. Peta Proses Bisnis pada proses utama, yang berkaitan langsung dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi koordinatif Kemenko PM; dan

. Peta Proses Bisnis pada proses pendukung, yang berfungsi memastikan

kelancaran pelaksanaan proses utama.

Prinsip-Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis

1. Definitif, yakni memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari

Urutan, yakni terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.

proses lintas unit organisasi.

. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan

nilai tambah pada penerima.

. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait

dalam suatu struktur organisasi.

. Fungsi silang, yakni mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu

organisasi.

. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa

terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
Konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit kerja yang ada dalam
ruang lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BABII...
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BAB II
PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Visi dan Misi

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan

Berkelanjutan” merupakan visi Indonesia emas tahun 2045. Untuk mewujudkan

visi tersebut, Presiden menuangkannya ke dalam 8 misi yaitu Asta Cita. Misi Asta

Cita tersebut yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan  industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan
infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

S. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Dalam kerangka RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, Kemenko PM
mendapatkan peran sebagai pilar transformasi sosial dan ekonomi yaitu
ditugaskan mengampu Prioritas Nasional 3 (PN3) serta Prioritas Nasional 6 (PN6),
di samping mendukung prioritas nasional lain yang terkait dengan tugas dan
fungsi Kemenko PM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 146
Tahun 2024 tentang Kemenko PM. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat juga selaras dengan upaya mewujudkan Asta Cita
terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan
masyarakat. Dengan visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Kemenko PM
Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Efektif dalam Pemberdayaan
Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi Kemenko PM

Untuk Mewujudkan Visi tersebut, Misi Kemenko PM sebagai berikut:

e Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian
kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelindungan
pekerja migran secara inklusif dan berkelanjutan;

e Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif dan
berkelanjutan;

e Meningkatkan kualitas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan
daerah tertentu secara inklusif dan berkelanjutan.

. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dari penyusunan peta proses bisnis untuk mengoptimalkan sinkronisasi,
koordinasi, dan pengendalian dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial dan
ekonomi masyarakat.

Sasaran . ..
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Sasaran Strategis pada penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Kemenko
PM, yaitu:

1.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan
Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang
profesional, inovatif, dan berintegritas.

. Tugas dan Fungsi

Kemenko PM mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi
serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kemenko PM menyelenggarakan fungsi:

1.

9.

Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda
pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;

Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan
koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan
agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;

. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait

dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan
masyarakat;

Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan
nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;

. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Koordinator;

Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah
diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;

Penyelesaian permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak
dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan
memastikan terlaksananya keputusan dimaksud,;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan
isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Koordinator;

10.Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator;

dan

11.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

BABIII. ..
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BAB III
PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis merupakan gambaran menyeluruh mengenai alur kegiatan
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dalam
melaksanakan tugas dan fungsi guna menghasilkan output serta mencapai target
kinerja yang telah ditetapkan. Peta ini memuat rangkaian aktivitas yang saling terkait
dan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PM guna
mendukung pencapaian output, sasaran strategis, serta tujuan organisasi secara
efektif dan efisien.

Peta proses bisnis menggambarkan alur proses bisnis Kemenko PM dalam
melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai output dan target kinerja yang
ditetapkan. Peta proses bisnis menggambarkan aktivitas-aktivitas yang
diselenggarakan di lingkungan Kemenko PM dalam pencapaian output yang
ditetapkan dengan harapan sasaran strategis dan tujuan organisasi dapat tercapai
secara efektif dan efisien.

Dalam penyusunan peta proses bisnis menggambarkan alur Proses Inti (Utama) dan

Proses Pendukung. Proses Inti (Utama) merupakan proses yang menciptakan aliran

nilai utama dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal
Kemenko PM;

2. Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kemenko PM dalam mencapai visi,
misi, dan strategi Kemenko PM;

3. Dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi
kebutuhan pengguna.

Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan

memastikan Proses Inti (Utama) berjalan dengan baik dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pengguna internal di lingkungan Kemenko PM; dan

2. Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti (utama) di lingkungan
Kemenko PM.

Peta proses bisnis Kemenko PM meliputi:

Daftar/Matriks Peta Proses Bisnis;

Peta Proses bisnis level O sejumlah 1 peta proses;

Peta Sub-Proses bisnis level 1 sejumlah 8 peta proses;

Peta Sub-Proses bisnis level 2 sejumlah 27 peta proses; dan
Peta Sub-Proses bisnis level 3 sejumlah 128 peta proses.

nhLON=

Peta proses bisnis menggambarkan masing-masing proses utama dan proses
pendukung. Jumlah level masing-masing peta proses tersebut disesuaikan dengan
kompleksitas aktivitasnya.

A. Daftar/Matriks Peta Proses Bisnis

1. Proses Utama

Kode/Level

Proses Bisnis
O 1 2 3

1. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. [ 1. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan
Pekerja Migran

1.] 1. | 1. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat

1.[1. ] 1.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 1. | 1.] 2. | Identifikasi Masalah

Kode/Level . . .



Kode/Level

Proses Bisnis
0O 1 2 3

1.1 1. | 1.] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1. [ 1.]1.] 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 1. | 1. | 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1.] 1. | 2. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat

1. [ 1.]2.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 1. 2. ] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 1. | 2. ] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1. 1. | 2. | 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 1.]2.| 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1.] 1. | 3. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
serta Koperasi

1.1 1. [3.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 1. | 3.] 2. | Identifikasi Masalah

3. | Sinkronisasi Koordinasi

4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 1. [ 3. ] 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. ] 1. | 4. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan

Kewirausahaan
1.] 1. [4.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan
1. 1. | 4. | 2. | Identifikasi Masalah
1. [ 1. ] 4. | 3. | Sinkronisasi Koordinasi
1.] 1. [ 4. | 4. | Pelaksanaan Kebijakan
1.1 1. ] 4.| 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1.] 1. | 5. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

1. [ 1.]5.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 1. | 5.] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 1. [ 5. ] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1.] 1. [ 5. ] 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 1.]5.] 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. | 2. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

1.] 2. | 1. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan

Kode/Level . . .



Kode/Level

Proses Bisnis
0O 1 2 3

Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial

1.] 1. [ 1.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 1. | 1.] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 1. 1.] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1.] 1. [ 1. ] 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 1. | 1. | 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. ] 2. | 2. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial

1. [2.]2.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 2. (2. ] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 2.|2.] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1. 2.|2.| 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 2.]2.| 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. [ 2. | 3. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial

1. [2.]3.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 2.|3.] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 2.|3.] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1.1 2.|3.| 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1. [2.]3.] 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1.] 2. | 4. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan

1.]12.[4.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 2. |4.] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 2.|4.] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1.1 2. |4.| 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.[2.]4.] 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. ] 2. | 5. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial

1.[2.]5.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 2.[5.] 2. | Identifikasi Masalah

,_.
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Sinkronisasi Koordinasi

1.[2.]5.] 4. | Pelaksanaan Kebijakan
5

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Kode/Level . . .



Kode/Level

Proses Bisnis
0O 1 2 3

1. | 3. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah
Tertentu

1. ] 3. | 1. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.1 3. [ 1.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 3. 1.] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 3. | 1.] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1.1 3. [ 1. ] 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 3. 1. ] 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. ] 3. | 2. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal

1. [ 3.]2.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 3. 2. ] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 3. |2.] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1.1 3. 2. | 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 3.]2.| 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. ] 3. | 3. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu

1. [ 3.]3.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 3. |3.] 2. | Identifikasi Masalah

1.1 3. [ 3.] 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1.1 3.|3.| 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 3.]3.| 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

1. ] 3. | 4. | Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan

1.1 3. [4.] 1. | Penyusunan Rencana Kegiatan

1.1 3. | 4. ] 2. | Identifikasi Masalah

1.| 3. | 4. | 3. | Sinkronisasi Koordinasi

1. [ 3. ] 4. | 4. | Pelaksanaan Kebijakan

1.1 3. [4.] 5. | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

2. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2. | 1. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran

2. | 1. | 1. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha
Masyarakat

2.1 1.]1.]1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Kode/Level . . .



Kode/Level

Proses Bisnis
0O 1 2 3

2.11.]1.]2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2.| 1. | 2. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha
Masyarakat

2.1 1.]2.|1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

2.11.12.]2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2. | 1. | 3. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Koperasi

2. 1.3.] 1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

2.11.13.]2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2.| 1. | 4. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi
Kreatif dan Kewirausahaan

2.|1.]4.|1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

2.11.14.|2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2.1 1. | 5. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran

2.1 1.]5.|1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

2.11.15.]2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2. | 2. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial

2. | 2. | 1. | Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial

2.12.|1.|1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

2.12.11.|2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2. | 2. | 2. | Pengendalian Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial

2.12.]12.|1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

2.12.12.12. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2. | 2. | 3. | Pengendalian Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial

2.12.13.|1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

2.12.13.]|2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2.1 2. | 4. | Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Berkelanjutan

2. 2.|4.|1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Kode/Level . . .



Kode/Level
Proses Bisnis
O 1 2 3
2.12.14.|2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan
2.1 2. | 5. | Pengendalian Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial
2.12.15.| 1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.12.15.12. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan
2. | 3. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, Dan Daerah Tertentu
2.1 3. | 1. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa
2.13.]1.]1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.13.]1.|2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan
2. | 3. | 2. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Daerah Tertinggal
2.13.]12.| 1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.13.12.]|2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan
2.1 3. | 3. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Daerah Tertentu
2.1 3.]3.| 1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.13.13.]|2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan
2. 3. | 4. | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan
Perdesaan
2.1 1.]14.| 1. | Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
2.11.14.|2. | Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan

2. Proses Pendukung

Kode/Level

Proses Bisnis

3. | Manajemen Kinerja dan Kerja sama

3. | 1. | Manajemen Kinerja

3. | 1. | 1. | Perencanaan

3. |1 1. | 1. | Pengelolaan Perencanaan Strategis
3. |1. | 1. | 2. | Pengelolaan Program Kerja

3. |1 1. | 3. | Pengelolaan Perencanaan Anggaran

Kode/Level . . .




Kode/Level

Proses Bisnis
1 2 3

Kerja Sama

2
3. | 1. | 2. | 1. | Kerja Sama Antar Organisasi Di Dalam Negeri
2

2. | Kerja Sama Antar Organisasi Di Luar Negeri

3. | 1. | 3. | Reformasi Birokrasi

3. | 1. | 4. | Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan

4. | Hukum, Organisasi, dan Persidangan

4. |1. | Hukum

4. [ 1. | 1. | Perencanaan Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

4. 11. | 2. | Advokasi Hukum

4. [ 1. | 3. | Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum

4. |1. | 4. | Dokumentasi Produk Hukum

4. [ 2. | Organisasi

4. | 2. | 1. | Tata Laksana dan Pengembangan Organisasi

4. | 2. | 1. | 1. | Penataan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja

4. 2. | 1. | 2. |Penyusunan Instrumen Dasar Pengelolaan Jabatan

4. | 3. | Persidangan

na
w

1. | Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan

3. | 2. | Risalah dan Dokumentasi Persidangan

Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi

1. | Pengelolaan Komunikasi

1. | 1. | Pelayanan Informasi Publik

1. | 2. | Pelayanan Kehumasan dan Diseminasi Data dan Informasi

3. | Perpustakaan

Pengelolaan Data dan Informasi

2
2. | 1. | Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
2

1. | 1. | Pengelolaan Data

2. | 1. [ 2. |Pengelolaan Sistem Informasi

2. | 2. | Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi

aa oo |a oo oo oo
—

2. | 3. | Pengembangan, Pemeliharaan, Pengamanan Infrastruktur IT, Sistem
Jaringan, dan Layanan Teknis

6. | Keuangan, SDM dan Umum

6. | 1. | Rumah Tangga dan Pengadaan

6. | 1. [ 1. | Urusan Dalam

Kode/Level . . .



Kode/Level

Proses Bisnis
2 3

Tata Usaha dan Protokol.

1. | Tata Usaha Pimpinan

1. | 2. | Tata Usaha Sekretaris Kemenko dan Staf Ahli

2
2
6. |2. | 1. | 1. | Tata Usaha Menteri Koordinator
2
2

2. | Protokol

6. | 3. | Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia

6. | 3. | 1. | Manajemen Keuangan

6. [3. | 1. | 1. | Pelaksanaan Anggaran

6. | 3. | 1. | 2. | Penyusunan Laporan Keuangan

6. | 3. | 2. | Manajemen Sumber Daya Manusia

6. |3. |2. | 1. | Perencanaan SDM

6. | 3. | 2. | 2. | Pengadaan: Rekrutmen dan Seleksi

6. | 3. | 2. | 3. | Penatausahaan Administrasi Kepegawaian

6. | 3. | 2. | 4. | Pemberian Gaji dan Tunjangan

6. | 3. | 2. | 5. | Pelindungan dan Jaminan

6. | 3. | 2. | 6. | Pengembangan Kompetensi

6. |3. |2. |7. | Pengembangan Karir

6. | 3. | 2. | 8. | Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Penegakan Disiplin
3. | 2. |9. | Pemberhentian

Tata Usaha

1. | Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat

1. | 1. | Tata Usaha Deputi

1. | 1. | 1. | Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran

1. | 1. | 2. | Penyelarasan Rencana Kerja Dan Anggaran

1. | 1. | 3. | Pengelolaan Ketatausahaan

Tata Usaha Inspektorat

1. | Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran

2. | Penyelarasan Rencana Kerja Dan Anggaran

3. | Pengelolaan Ketatausahaan

1. 4. | Koordinasi, Fasilitasi, dan Pelaksanaan RB

Ol N B A e

1. S. | Pembuatan Laporan

Pengawasan Internal

S o IR B I I e N N I P e IR e B IS
—

1. | Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan Internal

Kode/Level . . .




Kode/Level
Proses Bisnis
O 1 2 3
8. [ 1. | 1. | Perencanaan Pengawasan Internal
8. | 1. | 2. | Pelaksanaan Pengawasan Internal
8. | 1. | 3. | Pelaporan Pengawasan Internal

SUPPLIER . . .




(

CUSTOMER

SUPPLIER INPUT PROSES OUTPUT
o Rekomendasi
o Visi & Misi kebijakan di
s den i — it tl;g::bgerdayaan
Presiden )— ¢ mf,mah Rogulas) Sinkronisasi dan Masyarakat
pemberdayaan goortna&,:erumusan. Eegge::ahgn Pellal:sanadan * Laporan
masyarakat enetapandan _ ebijakan, Pengelolaan dan Pengendalian
e Arahan Presiden Pelaksanaan Kebijakan di Penanganan di Bidang gan Monitoring
i aluasi terkait
Kementerian/ : argj\g'r:l Menko alggngr::ar:\berdayaan Pemberdayaan Masyarakat S;:mk:onils,asi N
Lembaga, dan = | , RPJMN ¥ Koordinasi dan
Pemda o Kebijakan nasional Pengendalian
dibidang PROSES UTAMA Pelggsanaap
Pemberdayaan Kebijakan di
Lembaga Masyarakat bidang
Internasional | | ® Renstra Pemberdayaan
Kemenko Masyarakat
PM/K/L/PD
PM3 PM 4 PM 5 * Produk kebijakan
e Permintaan/ Manajemen Hukum, Organisasi, Komunikasi, gebr::)zr:ga aan
konsultasi Kinerja dan dan Pengelolaan Data Mas arak,ayt
penyelesaian isu Kerjasama Persidangan dan Informasi . Lapgran
bidang Akuntabilitas
Pemberdayaan Kinerja Instansi
Masyarsket PM 6 PM 7 PM 8 Pemerintah
* |su mendesak
Pemangku zanc_: har:s Keuangan, Sumber
Kepentingan/ iselesaikan Manusi Pengawasan
Masyarakat g.‘"da?:"‘a" Siffm anusia dan Tata Usana Internal . ::,?:22;:"
inamika
masyarakat permasalahan
e Hasil Kajian Pemberdayaan
akademisi terkait PROSES PENDUKUNG Masyarakat
isu o Fasilitasi
pemberd:zaan geny:::a;an isu
masyarakat em ayaan
Masyarakat

Kementerian/
Lembaga/
Pemda/
Pemdes

Pemangku
Kepentingan/
Masyarakat

B.LevelO...



B. Level O - Peta Sub Proses Bisnis Utama

1. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaan Masyarakat

SUPPLIER INPUT PROSES OUTPUT CUSTOMER
PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Rekort\endasi Menko
Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan —
} A A
Press
e Kebijakan, PM 1.1 Laporan
Regulasi i . . ) . N
> o Araghan Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan Sinkronisasi
Menteri dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Koordinasi,
* Arahan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja el & . /
Presiden atau Migran ementerian
isu Strategis Laporan > Lembaga /
Kementerian/ Renst ' Monev Pemda
Lembaga, dan ¢ Rensira
Pemda Kemenko PM PM 1.2 y
Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetgpan Laporan tindak
dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Koordinasi laniut isu Pemangku
Sekretaniat ’ R . ) Kepentingan /
Kementerian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat
Koordinator Dukungan Masyarakat
Bidang o Internal
Pemberdayaan PM 1.3
Masyarakat
Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan « Pelaporan
dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakat Kinerja
Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu « Dokumen
Inspekiorat .| Pengawasan ngg Rencana Kerja Sekretariat
Internal dan An Kementerian
n Anggaran | Koordinator Bidang
e Femboroy
Permohonan nformas Masyarakat
Pemangku Fasilitasi,
Kepentingan / > Laporan
Masyarakat masyarakat dan
informasi publik

i. Level 2. ..



i.
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang

Pemberdayaan Masyarakat

PM 1.1, Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan

Pelaksansan kebijakan di bidang Pemberdayaan
|_Pelindungan Pekerja Migran

i Masyarakat Dan

PM 1.1.1 Sinkronisasi
dan Koordinasi,
Perumusan, Penetapan
dan Pelaksanaan
kebljakan di bidang
Pengembangan Usaha
Masyarakat

PM 1.1.2 Sinkronisasi
dan Koordinasi,
Perumusan, Panetapan
dan Pelaksanaan
kebijakan di bidang
Pemasaran Usaha
Masyarakat

PM 1.1.3 Sinkronisas| dan
Koordinas,

Perumusan, Penstapan dan
Pelsksansan kebijpkan di
bidang Permbiaysan Usabas
Mikro, Kecil, dan
Manangah, serta Koparasi

_Sosial

PM 1.2, Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan
Pelaksanaan kebijakan di bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan

PM 1.2.1 Sinkronisasi
dan Koordinasi,
Perumusan, Penatapan
dan Pelaksanaan
kebiakan & bidang
Perdlindungan dan
Bantuan Sosial

PM 1.2.2 Sinkronisasi
dan Koordinasi,
Perumusan, Penetapan
dan Pelaksanaan
kebijakan di bidang
Jaminan Sosial

PM 1.2.3 Sinkronisasi
dan Koordinasi,
Parumusan, Penetapan
dan Pelaksanaan
kebijakan di bidang
Pemberdayaan Sosial

PM 1.1.4 Sinkronisasi dan
Koordingsi, Perumussn,
Panetapan dan
Palaksanaan kabiakan di
bidang FPengembangan
Excnomi Kreatt dan
Kewrausahoon

FM 1.1.5 Sinkronisasi dan
Keordnasi Perumesan,
Penctapan dan
Pelaksanaan kebxjasan di
bidang Penempatan dan
Pelrndungan Pekerjs
Migran

PP 1.2.4 Srkronisas: dan
Koordnas, Perumussn
Panatapan dan
Pelaksanaan kebiakan &
tidang Paningkatan
Kapastas Masyarakat
Berselanutan

PM 1.2.5 Sirkronisasi can
Koordnasi, Perumussn,
Perstapan dan
Pedaksanaan kebipkan o
bidang Rehabiitasi dan
Aksesibitas Sosial

PM 1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Per

dan

Palak xahliak
il ¥

Daerah Tertentu

di bidang Masyarakat Desa, Daonrh Tertinggal, Dan

PM 1.3.1 Srkronisssi dan
Koordinas, Perumusan,
Panetapan dan Pelakssrsan
kebjakan ¢ bidang

P b M Kat

Desa

Y ¥

PM 1.3.2 Snkronisasi dan
Koordinas, Perumusan,
Panatapan dan
Palaksanaan kebijkan di
bidang Pemberdayaan
Masyarakat Dacrah
Tertinggal

P 1.3.3 Sinkranisasi dan
Koordnasi, Perumusan,
Penctapan dan
Pelaksanaan katxjakan ol
bidang Pemberdaysan
Masyarakst Doerah
Tamerns

PM 1.3 .4 Sinkronisas dan
Koordinasi, Perumusan
Penatapan dan
Pelaksaraan kebjakan o
bidang Ketahanan Desa
dan Perdosssn

a) Level 3...
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a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat

Level 0 | PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 {mm.mmnluudm!‘ dinasi, Per Penetapan dan Pelak Kebijakan di Bidang Pemberdayaan E i Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 2 I PM 1.1.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat

Level 3 PM 1.1.1.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
PM 1.1.1.2. Identifikasi Masalah

PM 1.1.1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.1.1.4. Monitoring dan Evaluasi
PM 1.1.1.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.1.1. Penyusunan Rencana Keglatan

PM11.114
Menetapkan Rencana
kebigakan

Menko Pemberdayaan Masyarakat

Sekretaris Kementerian
PM111.13

P e L T T TR E T T m"1"'1.1 Sesssr s ey LT TR
; ; Meneiaah rencana
Asdep Pengembangan Usaha Menentukan isu strategis kebljakan

Masyarakat dan Deputi 1

PM1.1.1.1.2
Internal: Menyusun rencana
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro kebijakan

\ A

Eksternal

KP2MI; Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, Kementernan
EKRAF, K/L terkait dan Pemda

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.1.1.4. Monitoring dan Evaluasi
Asdep Pengembangan Usaha Masyarakat dan PM1.1.1.41
Deputi 1 Melaksanakan monitoring
evaluasi (lop down atau PM1.1.14.2
bottom up) Melakukan telaahan

......................................................... mkm“kuka" RN R

Intemal: monev " PM 1;.1.4.3 _

Staf Ahi: Depuli 2 dan 3; Biro haxialn s Lorrad
......................................................................................... solusi pelaksanaan B A PM1.1.145

Exsternal: kebjakan 1 ::L‘k;a:‘;: o Penyusunan dan

KP2MI; Kementerian Koperasi; Kementerian o Penyarahan

UMKM; Kementerian EKRAF KL terkait dan Laporan Monev

Pemda

Sekretaris Kementerian

Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.1.1.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
PM1.1.154
g::: :’engembangan Usaha Masyarakat dan Melakukan?n‘ 114 k‘lsn:f] T mmmn Mmr::in
kebijakan kebjalan
PM1.1.152
5 f : PM 1.1.1.5.1
Intarnal: Staf ahli; Deputi 2 dan 3, Biro fikas| '“::umm PM1.1.155
kendala dalam [~ Sl Tindak fanjut hasil

............................................... pelaksanaan P Pmdgm n :fj e e e e e e e e e e ee e e e e e e e m e evaluasi kebijakan

Ekstemnal: program kebijakan Wﬂﬂg :

KP2MI; Kementerian Koperasi; Kementedan

UMKM; Kementerian EKRAF; K/L terkait dan

Pemda

b.) Level 3. ..
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b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat

Level 0 PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebljakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Level 1 ‘ PM 1.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Per Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberday Ek i Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran
Level 2 ’ PM 1.1.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat
Level 3 PM 1.1.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 1.1.2.2. |dentifikasi Masalah

PM 1.1.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.1.2.4. Monitoring dan Evaluasi

PM 1.1.2.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM11214

Menko Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan rencana
...................... kebijakan

Sekretaris Kementerian
..................................................... 8 m1_1_2_1-1 A PM11,213 eeceflhcccnctcnctenstanssenssantsnnssnssenssanssan
Asdep Pemasaran Usaha Masyarakat Menentukan isu srategls Menelaah rencana kebijakan

dan Deputi 1
............................................................................................................... PM11212
Internal: | Menyusun rencana

kebijakan

Staf ahli; Deputi 2 dan 3; Biro

Eksternal;

KP2MI, Kementerian Koperasi, Kementenan
UMKM, Kementerian EKRAF; K/L terkait dan
Pemda

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.1.2.2. Identifikasi Masalah
Asdep Pemasaran Usaha Masyarakat PM1.122.1 PM1.1.223
dan Deputi 1 Merumuskan > Menelaah alternatif
solusi

Sekretaris Kementerian

Internal:
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Bire

Eksternal:
KP2MI; Kementerian Koperasi,

Kementerian UMKM; Kementerian EKRAF;

K/L Terkait dan Pemda

tujuan, sasaran,
dan ruang lingkup
Masalah

PM11.222

Menetapkan fokus  —— SR

dan alteratif solusi

PM1.1.224
Menetapkan rumusan
rekomendasi dari masalah

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Pemasaran Usaha Masyarakat
dan Deputi 1

Sekretaris Kementerian

Internal:

Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro

Eksternal:
KP2MI; Kementerian Koperasi,

Kementerian UMKM; Kementerian EKRAF,
KL Terkait dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM1.1.2.3.1

Menyosialisasikan rumusan
rekomendasi kebijakan

PM1.1.2.3.2
Melaksanakan Uji

Publik Rumusan
Rekomendasi
Kebijakan

A 4

PM1.1.233
Menetapkan kebijakan

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.2.4. Monitoring dan Evaluasi

Asdep Pemasaran Usaha Masyarakat
dan Deputi 1

Internal:
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro

Eksternal:

KP2MI; Kementerian Koperasi; Kementerian
UMKM; Kementerian EKRAF; K/L Terkait
dan Pemda

Sekrelaris Kementerian

PM 1.1.2.4.1
Melaksanakan

monitoring evaluasi (top

down atau bottom up)

PM1.1.242
Melakukan
telaahan untuk
melakukan
monev

kebijakan

PM1.1.243
Merumuskan asumsi
kendala dan alternatif

solusi pelaksanaan

PM1.1.244
Pelaksanaan

----- dan

PM1.1244
Penyusunan

Monitoring dan
Evaluasi

> Penyerahan

Laporan
Monitoring dan
Evaluasi

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.2.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Asdep Pemasaran Usaha Masyarakat
dan Deputi 1

Eksternal:

KP2MI; Kementerian Koperasi;
Kementerian UMKM,; Kementerian
EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM1.1.251
Mengidentifikasi
kendala dalam 1
pelaksanaan program |- -
kebijakan

PM 1.1.2.52
Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja dan

program kegiatan

PM1.1.253
Melakukan analisis kinerja
program kebijakan

........................................... PM1.1.255
Tindak lanjut
..................................... ] hasil evabasi
kebijakan
PM1.1.254
~ Menetapkan rekomendasi
perbaikan kinerja program
dan kebijakan

Level 3 ...
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c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi

Level 0 PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Level 1 { PM 1.1, Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelak 1 Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran
Level 2 ‘ PM 1.1.3. Sinkronisasi dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebljakan di Bidang Pemblayaan Usaha Mikro, Kecll, dan Menengah, serta Koperasi
Level 3 PM 1.1.3.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 1.1.3.2. Identifikasi Masalah

PM 1.1.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.1.3.4. Monitoring dan Evaluasi

PM 1.1.3.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.3.1.Penyusunan Rencana Kegiatan

Menko Pemberdayaan Masyarakat o> Men:lh:pl';iarld i
................................................................ kebijakan

Sekretaris Kementerian
.................................................... . PM1.13.1.1 Rt PM1.1.3.13 e

Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menentukan isu strategis Menelaah rencana kebijakan

dan Menengah, serta Koperasi dan

1

e | ————— | PM1312 | e,

Internal: Menyusun

rencana
Staf Anli; Deputi 2 dan 3; Biro kebijakan
Eksternal:

KP2MI; Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM; Kementerian
EKRAF, K/L Terkait dan Pemda

Level 3 ...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.3.2. Identifikasi Masalah

Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, serta Koperasi dan
Deputi 1

Sekretaris Kementerian

Internal
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro

Eksternal:

KP2MI; Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM; Kementerian
EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

PM1.1.3.21
Merumuskan tujuan,
sasaran, dan ruang

lingkup Masalah

PM1.1322
Menetapkan fokus
dan alternatif solusi

PM1.1323
Menelaah alternatif
solusi

PM1.1.3.2.4

> Menetapkan rumusan
rekomendasi dari masalah

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, serta Koperasi dan

e

Sekretaris Kementerian

Internal:

Staff Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro
Eksternal:

KP2MI; Kementerian Koperasi;
Kementerian UMKM; Kementerian
EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM 1.1.3.3.1

Menyosialisasikan |

PM1.1.3.3.2

rumusan
rekomendasi
kebijakan

Melaksanakan Uji

> Publik Rumusan

Rekomendasi
Kebijakan

PM 1.1.3.3.3
Menetapkan kebijakan

Level 3 ...



Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.1.3.4. Monitoring dan Evaluasi
. PM1.1.34.1
Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Melaksanakan monitoring
Menengah, serta Koperasi dan Deputi 1 evaluasi (top down atau PM1.1.34.2
bottom up) Melakukan
............................................................................. le‘aahanunu N crsenan Crens
_ melakukan PM 1.1.34.3
Internal; =i Merumuskan asumsi PM 1.1.34.5
Staf Anli; Deputi 2 dan 3; Biro kendala dan alternatif PM1.1.3.4.4 Penyusunan
.......................................................................................... solusi pelaksanaan | | .. D e .....] ¢an Penyerahan
kebijakan o > Laporan
Eksteral: e Monitoring dan
KP2MI; Kementerian Koperasi; evaluasi Evaluasi
Kementerian UMKM; Kementerian EKRAF;
K/L Terkait dan Pemda
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.1.3.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
g . . PM1.1.354
Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan PM1.1.353 :
Menengah, serta Koperasi dan Deputi 1 Melakukan analisis kinerja [~ pemﬁp;:;;:mmﬁan
program kebijakan =
kebijakan
Internal: PM1.1.351
8 f : PM 1.1.3.5.2
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro Mengidentifikasi PM1.1.35.5
Ccas kendala dalam  |—] Mp:‘n;‘:‘i““'r‘a‘;“sxxe":a" Tindak lanjut
.......................................... pelaksanaan program 5 e e ie et ieiiatieiiaeiiiiassns....| hasil @valuasi
kebijakan dan program Kegiatan kebijakan
Eksternal;
KP2MI; Kementerian Koperasi;
Kementerian UMKM; Kementerian
EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

Level 3 ...
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d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.4 Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan

Level 0 PM 1, Sinkronisasi dan Koordinasi, Per Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Level 1 PM 1.1, Sinkronisasi dan Koordinasi, Per an, Penetapan dan Pelak Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ek i Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran
Level 2 PM 1.1.4. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan
Level 3 PM 1.1.4.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 1.1.4.2. |dentifikasi Masalah

PM 1.1.4.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.1.4.4, Monitoring dan Evaluasi
PM 1.1.4.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.4.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM1.1414

Menko Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan rencana
................................................... kebijakan

Sekretaris Kementerian
....................................................... : PM1.14.1.1 PM1.1413

_ , Menentukan isu > Menelaah rencana

Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif strategis kebijakan

dan Kewirausahaan dan Deputi 1
.................................................................... PM 11412

Internal: N Menyusun

Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro o rencana

kebijakan

Eksternal;

KP2MI; Kementerian Koperasi;
Kementerian UMKM; Kementerian EKRAF,
K/L Terkait dan Pemda

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.4.2. ldentifikasi Masalah

Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif PM1.14.2.1
. 142 _ PM1.1423
dan Kewlrausshaan dan Deputl 1 Merumuskan tujuan, Menelaah altematif solusi
............ Ot RRAR AL R RN sasaran, danruang | ] N
Sekretaris Kementerian lingkup Masalah PM 11422
................................................................ Menetapkan fokus == ..
dan alternatif solusi
Internal:
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro

PM1.1424

Eksternal:

KP2MI; Kementerian Koperasi.

Kementerian UMKM; Kementerian Menetapkan rumusan
rekomendasi dari masalah

EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.4.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif
dan Kewirausahaan dan Deputi 1
............................. P PM 1.1.4.3.1
Sekretaris Kementerian Menmla"sasman '
..................................................... Al PM1.1.4.3.2
el rekomendasi Melaksanakan Uji
remas kebijakan »  Publik Rumusan
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro Rekomendasi
..................................................... . Kebijakan
Eksternal;
KP2MI; Kementerian Koperasi;
Kementerian UMKM; Kementerian EKRAF,;
K/L Terkait dan Pemda
N PM 1.1.4.3.3
Menko Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan kebijakan

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.4.4. Monitoring dan Evaluasi

Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif PM 11449
) Melaksanakan monitoring
dan Kewirausahaan dan Deputi 1 evaluasi (top down atau PM1.1442
bottom up) Melakukan telaahan
............................................... un“‘kmlakukm PM"1.‘.4'3 'RERE ssssss
Internal: money Merumuskan PM1.1444
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro asumsi kendala > Pelaksanaan
............................................................................... dan alternatif solusi [---- - monitoring dan I PePM!.iAA:an
nyusunan
Eksternal: w:::n ovaluasi Penyerahan
KP2MI; Kementerian Koperasi; a Laporan
Kementerian UMKM; Kementerian Monitoring dan
EKRAF; K/L Terkait dan Pemda Evaluasi
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.1.4.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif PM1.1453 Menotam;r; 1r':k-2:;endasi
dan Kewirausahaan dan Deputi 1 Metakukan analisis kinerja 7| perbaikan kinerja program
program kebljakan dan kebijakan
PM1.1.452
PM1.1.45.1 Menyusun
Internal: Mengidentifikasi instrumen PT.’:dL’: i‘-5,-5
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro kendala dalam *| Pengukuran hasdl evaluasi
pelaksanaan kinerja dan i
program kebijakan program =
................................................ kegam P
Eksternal:
KP2MI; Kementerian Koperasi;
Kementerian UMKM; Kementerian
EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

e) Level 3. ..
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e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.1.5 Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 0 PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Per an, Penet, dan Pelak Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

P

Level 1 ‘ PM 1.1. Sinkronisasi dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebljakan di Bidang Pemberdayaan Ekonom| Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 2 [ PM 1.1.5. Sinkronisasl dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebljakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 3 PM 1.1.5.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
PM 1.1.5.2. Identifikasi Masalah

PM 1.1.5.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.1.5.4, Monitoring dan Evaluasi
PM 1.1.5.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.5.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM1.1514
Menko Pemberdayaan Masyarakat > Menetapkan rencana

kebijakan

.................................................... . PM1.151.1
Menentukan isu
strategis

................. PM1.1513 cesscacscscllecccantcacicncienttantcnctcnctantcnctcnsionssantsnnionns

Asdep Pembiayaan Penempatan dan > Memlagh rencana
Pelindungan Pekerja Migran dan Deputi 1 kebijakan

.................................................................................... PM1.1512 |- feeeeee.

Internal; Menyusun
rencana
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro kebyakan

Eksternal:

KP2MI; Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM; Kementerian
EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

Level 3...



35 -

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.5.2. Identifikasi Masalah

Asdep Pembiayaan Penempatan dan PM 1.1.5.23
Pelindungan Pekerja Migran dan Deputi 1 - e
PM1.1 .5.2.1 Menelaah alternatif solusi
............................................. Merumuskan tujuan,
e L R
Sekretaris Kementerian lingkup Masalah Menetapkan
fokus dan
alternatif solusi
Internal:
Staff Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro
Eksternal: PM1.1524
KP2MI; Kementerian Koperasi; > Menetapkan rumusan
Kementerian UMKM; Kementerian rekomendasi dari masalah
EKRAF; KL Terkait dan Pemda
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.1.5.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Pembiayaan Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran dan Deputi 1

............................................ . PM 1.1.5.3.1
Sekretaris Kementerian Menyosialisasikan

Internal:
Staff Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro

Eksternal:

KP2MI; Kementenan Koperasi;
Kementerian UMKM; Kementerian
EKRAF; K/L Terkalt dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakat

kebijakan

rumusan rekomendasi  |...

PM1.1.53.2
Melaksanakan Uji Publik
Rumusan Rekomendasi

Kebijakan

PM1.1.53.3
Menetapkan kebijakan

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.1.5.4. Monitoring dan Evaluasi

Asdep Penempatan dan Pelindungan PM1.164.1
oe e Medaksanakan monitoring
Pekerja Migran dan Deputi 1 evaluasi (lop down atay PM 11542
......................................... bottom up) Melakukan
Internal: Ssrpnddid PM1.15.43
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro e . 1184 s
............................................................................................. solusi pelaksanaan [} .. PM 11544 Penyusﬁﬁﬁbm
e kebijakan L Pelaksanaan #  Penyerahan
s Laporan Monev

KP2MI; Kementerian Koperasi; e

Kementerian UMKM; Kementerian

EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

Sekretaris Kementerian

Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.1.5.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Asdep Penempatan dan Pelindungan PM 11553 PM1.1.554
Menetapkan rekomendasi
Pekerja Migran dan Deputi 1 Metakukan a::gf"k';'""” Bl ;erbaikanmkineqa
I program dan kebijakan
PM 11551
) - PM 1.1.552 PM1.1.555
Internal: mﬁ:’g::f: Menyusun instrumen Tindak lanjut
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3; Biro pelah program pengukuran kinena hasil evaluasi
kebijakan dan program kegiatan kebijakan

Eksternal:

KP2MI; Kementerian Koperasi,

Kementerian UMKM; Kementerian

EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

Level 3...



o
[

- 37-

Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial

Level 0 PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

’ PM 1.2, Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial ‘

Level 2 ‘ PM 1.2.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Per Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial ’

Level 3 PM 1.2.1.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
PM 1.2.1.2. Identifikasi Masalah

PM 1.2.1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.2.1.4. Monitoring dan Evaluasi
PM 1.2.1.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.1.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM12114
Menetapkan rencana
kebijakan

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM121143 |
Menelaah rencana kebijakan

.......................................................... PM 12111
Asdep Perlindungan dan Bantuan Sosial Menentukan isu strategis
dan Deputi 2

____________ PM1.21.12
o Menyusun
Internal: .

Staf Ahli; Deputi 1 dan 3; Biro kmﬁmhnan

Ekstemal
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK
dan K/L terkait dan Pemda

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.1.2. Identifikasi Masalah

Asdep Pelindungan dan Bantuan Sosial
dan Depuli 2

Internal:
Staf Ahli; Deputi 1 dan 3; Biro

Eksternal:
Kemensos, BPJS Kesehatan; BPJSTK,
KL terkait dan Pemda

PM1.2.1.21
Merumuskan tujuan, sasaran,
dan ruang lingkup Masalah

PM12122
= Menetapkan fokus
dan alternatif solusi

PM 12123

solusi

> Menelaah alternatif -

PM1.21.24
Menetapkan rumusan

rekomendasi

Dari masalah

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Pelindungan dan Bantuan Sosial
dan Deputi 2

Sekretaris Kementerian

Eksternal:
Kemensos, BPJS Kesehatan; BPJSTK;
KIL terkait dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM 1.2.1.3.1
Menyosialisasikan rumusan
rekomendasi kebijakan

PM 1.2.1.3.2
Melaksanakan Uji
- Publik Rumusan
Rekomendasi

Kebijakan

Menetapkan kebijakan

PM 12133

Level 3 ...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.1.4. Monitoring dan Evaluasi

Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK;
K/L Terkait dan Pemda

PM 12141
Asdep Pelindungan dan Bantuan Sosial Mclaksanakazn monitoring
dan Deputi 2 evaluasi ( bisa top down atau
bottom up) PM 12142
.......................................... melakukan telaahan |=-**| pyrq2143 [
untuk melakukan [y
mone ;
Internal; v - 8::;5‘;
) . . en an
Staf Ahli; Deputi 1 dan 3; Biro alternatif solusi | :M 1'2':‘:8': P::‘M 1'2'1':65“‘
......................................................................................... pi‘::?a::an -.-.-.| monitoringdan |[-.-.- Penyerahan
jakan avaluasi Laporan Monev
Eksternal:
Kemensos, BPJS Kesehatan, BPJSTK;
KIL terkait dan Pemda
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.1.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Asdep Pelindungan dan Bantuan Sosial PM 1.2.1.5.3 PM12154
dan Deputi 2 Melakukan analisis kinerja (—>| M0 mﬂn':::m,;:
.......................................... program kebjakan dan kebljakan
PM1.2.1.5.1 PM 12152

Internal: Staf Ahli; Deputi 1 dan 3; Biro Mengidentifikasi Menyusun PM 1.2.1.5.5

kendala dalam instrumen ;ﬁtmn

pelaksanaan pengukuran kinerja
......................................... program dan program kebijakan
kebijakan kegiatan

Level 3...



b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Jaminan Sosial

Level 0 PM 1, Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, P pan dan Pelal Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Level 1 ‘ PM 1.2, Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningh Kesejah S
Level 2 ‘ PM 1.2.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Jidang Jaminan Sosial
Level 3 PM 1.2.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 1.2.2.2. |dentifikasi Masalah

PM 1.2.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.2.2.4. Monitoring dan Evaluasi
PM 1.2.2.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM12214
Menko Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan rencana
kebijakan
Sekretaris Kementerian
' PM 12213
.................................................... - PM 12211 S — Menelaah
Menentukan isu strategis kebii ka! .
Asdep Jaminan Sosial dan Deputi 2 et
PM1.2212

................................................... . R M =
Internal: Staf Ahli, Deputi 1 dan 3; Biro et

kebgakan

Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK:
KI/L terkait dan Pemda

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.2.2. Identifikasi Masalah

Asdep Jaminan Soslal dan Deputl 2 PM 12223
PM1.2.221 Menelaah alternatif solusi
Merumuskan tujuan, sasaran, =y
Sekretaris Kementerian dan ruang lingkup Masaish PM12222
= Menetapkan fokus

............................................................... dan alternatif solusi
Internal: Staf Ahli, Deputi 1 dan 3; Biro

Eksternal: PM 12224
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK: ] k”;‘“":"‘ﬂ"f“"“": N
K/L terkait dan Pemda feromendast dan masala

Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Jaminan Sosial dan Deputi 2
e PM1.2231 |

Sekrelaris Kementerian Menyosialisasikan PM1.2232
........................................................ rumusan rekofneﬂdas‘ Mdaksanakan U]i
Internal: Staf Ahli; Deputi 1 dan 3; Biro kebijakan > Publik Rumusan
.............................................................................. Rekomendasi
Eksternal: Kebijakan

Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK;

K/L terkait dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM 12233
Menetapkan kebijakan

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.2.4, Monitoring dan Evaluasi

Asdep Jaminan Soslal dan Deputl 2 PM 12241
Melaksanakan
monitoring evaluasi (top PM 12242
........................................... downstaubottomup) | | || Melakukan telashan | ...
untuk melakukan PM 12243
Internal; Staf Ahli, Deputi 1 dan 3; Bire monev Merumuskan
asumsi kendala PM 12245
dan alternatif PM12244 Penyusunan dan
................................................................................. jusi pelaksanaan |-} Pelal | e s =
Eksternal: kebijakan monitoring dan o Laporan
Kemensos; BPJS Kesehatan, BPJSTK; evaluasi Monitoring dan
Evaluasi
K/L terkait dan Pemda
Sekretans Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.2.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
) . PM 12254
Asdep Jaminan Sosial dan Deputi 2 PM1.2253
Melakukan analisis kinerja . wm:‘:::mmﬁ
B dan kebijakan
PM 12251 PM12252
Mengidentifikasi Menyusun PM 12255
Internal: Staf Ahli; Deputi 1 dan 3; Biro kendala dalam instrumen Tindak lanjut
pelaksanaan pengukuran hasll evaluasi
program kinerja dan kebijakan
........................................ wm programltegla!an eteteccccetececsetatectctetattctetatecees et ataceetatatnetetatacsecatasncsnsnsmesn

Ekstemnal:

K/L terkait dan Pemda

Kemensos, BPJS Kesehatan, BPJSTK,

Level 3. ..
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c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan di Bidang
Pemberdayaan Sosial

Level 0 PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Per P pan dan Pelak kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
Level 1 PM 1.2. Sinkronisasi dan Koordinasl, Perumusan, P pan dan Pelal kebljakan di bidang Koordinasl Peningkatan Kesejahteraan Sosla
Level 2 PM 1.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Per 1, Penetapan dan Pelak kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial
Level 3 PM 1.2.3.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 1.2.3.2. Identifikasi Masalah

PM 1.2.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.2.3.4. Monitoring dan Evaluasi
PM 1.2.3.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.3.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM12314
Menetapkan Rencana
kebijakan

Menko Pemberdayaan Masyarakat

Sekrataris Kementerian

PM1.23.11 PM 12313

"""""""""""""""""""""""""""" N Menentukan isu strategis Menelaah rencana kebiakan |--o-coorrmrememer s

Asdep Pemberdayaan Sosial dan
] T S O O I Y

Menyusun
I: f Ahli, i1 rencana
Internal: Stal i, Deputi 1 dan 3, Biro kebjakan
Eksternal:

Kemenses; BPJS Kesehatan; BPJSTK;
KIL terkait dan Pemda

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.3.2. Identifikasi Masalah
Asdep Pemberdayaan Sosiall PM 12323
dan Deputi 2 3 N
e PM 12321 Menelaah alternatif solusi
joan tujuans, sasaran, - TR .. AR s
dan ruang lingkup Masalah
Sekretaris Kementerian ng lingkup PM 12322
»  Menetapkan fokus

................................................................... danaltermatifsolusi

Internal: Staf ahli, Deputi 1 dan 3, Biro

Eksternal: PM 12324

Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK; — ra':’:nmaz

KL terkait dan Pemda Dari masalah

Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
Asdep Pemberdayaan Sosial
dan Deputi 2

B PM1.2331 |

Sekretaris Kementerian Menyosialisasikan

rumusan PM 1.2.3.3.2

................................................... T Melaksanakan Uji

Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3, Biro kebijakan > Publik Rumusan

Rekomendasi

R . . Kebijakan ...............................

Eksternal

Kemensos; BPJS Kesehalan; BPJSTK;

KL terkait dan Pemda

PM 1.2.3.3.3

Menko Pemberdayaan Masyarakat

Menetapkan kebijakan

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.3.4, Monitoring dan Evaluasi
Asdep Pemberdayaan Sosial dan PM 12341
Deputi 2 Metaksanakan monitoring
evaluasi (top down atau PM 12342
bottom up) melakukan
.......................................... - AT
. . melakukan PM 12343
Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3, monev Merumuskan asumsi
Biro kendala dan
alternatif solusi PM 12345
....................................................................................... pelaksanaan o] PM12344 -+~ | tian
kebijakan Pelaksanaan - Penyemhan
Eksternal: monev Laporan Monev
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK;
KIL terkalt dan Pemda
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.3.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
PM1.2354
Asdep Pemberdayaan Soslal dan PM 12353
. v Melakukan analisis kinerja > :‘;g;::::‘;’:m;’;
pul
it L dan kebijakan
PM12351 PM 12352
Intarnal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3, Biro Mengidentifikasi Menyusun PM 12355
kendala dalam N nstrumen Tindak lanjut
pelaksanaan pengukuran hasd evaluasi
program kinerja dan kebijakan
......................................... kebljakan co| PrOQrAMEKEQIBIAN | s
Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan, BPJSTK;
KIL terkalt dan Pemda

Level 3. ..



d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.4. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan di Bidang
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan

Level 0 | PM 1. Sinkronisasl dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebljakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

4
wel 1

Le

‘PM 1.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Per 1, Penetapan dan Pelal 1 kebijakan di bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Level 2 [ PM 1.2.4, Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan

Level 3 PM 1.2.4.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
PM 1.2.4.2. Identifikasi Masalah

PM 1.2.4.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.2.4.4. Monitoring dan Evaluasi
PM 1.2.4.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.4.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM1.2414
Menko Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan Rencana
......................................... kebijakan
Sekretaris Kementerian
.................................................... PM 1.2.4.1.1 pM1‘:_4.1‘3 ot cermmesesansinesensmm s aas sanenr e
Asdep Peningkatan Kapasitas Menentukan Isu strategis W"z'::. a;ﬂﬂcana
Masyarakal Berkelanjutan dan Deputi 2 ljakan
.................................................................. PM124.1.2
Internal: Staf ahli, Deputi 1 dan 3, Biro Menyusun
rencana
kebijakan

Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK;
KL terkait dan Pemda

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.4.2. |dentifikasi Masalah

Asdep Peningkatan Kapasitas - Phl‘ 12423 "
Masyarakat Berkelanjutan dan Deputi 2 Mene ::': alilemaﬁ
PM12421 | us
M o E e ST SRR
dan ruang lingkup Masalah PM 12422

Sekretans Kementerian M pkan fokus

dan alternatif solusi
Internal: Staf ahli, Deputi 1 dan 3, Biro

. PM12424
Eksternal: Menatapkan rumusan
Kemensos; BPJS Kesehatan, BPJSTK; e rekomendasi
KiL terkait dan Pemda Dari masalah
Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.4.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Berkelanjutan dan Deputi 2

Sekretaris Kementernian

Internal; Staf ahli, Deputi 1 dan 3, Biro

Eksternal:
Kemensos, BPJS Kesehatan; BPJSTK

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM1243140 |
Menyosialisasikan
rumusan rekomendasi PM 1.243.2 )
kebijakan [l Melaksanakan Uji [~
- Publik Rumusan
Rekomendasi
................................................................... Kebijakan

Menetapkan kebijakan

PM1.2.4.3.3

Level 3 ...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.4.4. Monitoring dan Evaluasi

Asdep Peningkatan Kapasitas Ml akspath"\a}ti‘r.l:t-):lihoring
Masyarakat Berkelanjutan dan Deputi 2 evaluasi (top down atau PM1.2442
bottom up) Melakukan telaahan
............................................... A e PM 1.2.4.4.3
Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3, Biro monev Merumuskan asumsi
kendala dan
alteratif solusi |
................................................................................... pelak = cadace PM 1‘2'4.4.4 [ P:nmu|2_4:d5m
Ekstemnal; kebijakan Pelaksanaan Pz = m’ L =
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK; Laporan Menev
KIL terkait dan Pemda
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.4.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Asdep Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Berkelanjutan dan Deputi 2 Pu12483 . M:;‘k;n'z':&:m -
Melakukan analisis kinerja  [— erbai
program kebijakan kan kk::Jrjaak:ogram dan
PM1.24.5.1 Pue:‘f‘ﬁf
Mengidentifikasi nstrumen PM 12455
Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3, Biro kendala dalam B Iy y Tindak lanjut
pelaksanaan kinerja dan hasil evaluasi
program program kebljakan
........................................... kebjakan kegiatan
Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK:
KL terkait dan Pemda

e) Level 3. ..
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e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.2.5. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial

Level 0 PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
avel 1 { PM 1.2, Sinkronisasi dan Koordinasi, Per Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Koordinasi Peningk Kesejahteraan Sosial
Level 2 ‘ PM 1.2.5. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial
Level 3 PM 1.2.5.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 1.2.5.2. Identifikasi Masalah

PM 1.2.5.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.2.5.4. Monitoring dan Evaluasi
PM 1.2.5.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.5.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 12514
Menko Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan Rencana
kebijakan
Sekretaris Kementerian
.................................................... m12.511 - PM1.25‘1_3 eefeccccnccntcntcctcntectaccnccnccncscnccnscncan
Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas Menentukan isu strategis Menelaa_h kremncana
Sosial dan Deputi 2 kebjal
.............................................................. PM1.2.5.1.2
. . . Menyusun
. i .
Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3; Biro
kebijakan

Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK;
K/L terkait dan Pemda

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.5.2. Identifikasi masalah

Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas PM1.2523
Sosial dan Depuli 2 o
Menelaah altemnatif
PM 12521 solusi
Merumuskan tujusn, s B e I B B L Rt
dan ruang lingkup Masalah
Sekretaris Kementerian PM 12522
Menetapkan fokus

.................................................................... dan alternatif solusi

Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3, Biro
I PO P 12524

Eksternal: Menetapkan rumusan

Kemenses, BPJS Kesehatan, BPJSTK, rekomendasi

KIL terkalt dan Pemda dari masalah

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.5.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Rehabditasl dan Aksesibias
Sosial dan Deputi 2

Sekretaris Kementerian

Intermal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3, Biro

Eksternal:

Kemensos, BPJS Kesehatan, BPJSTK;
K/L terkait dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakal

PM 1.25.3.1

Menyosialisasikan PM1.2532
rumusan rekomendasi Melaksa'n;ak'a;'i Uji
kebijakan > Publik Rumusan
Rekomendasi
Kebijakan

PM 1.25.3.3
Menetapkan kebijakan

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.2.5.4. Monitoring dan Evaluasi

PM 12541
Asdep Rehabllitasi dan Aksesibllitas Melaksanakan monitoring
Sosial dan Deputi 2 aevaluasi (top down atau PM 12542
I R R S NI S S wm up) . molakum ‘om ) - -
untuk melakukan PM12543 [T
) monev Merumuskan
Internal: Staf ahii; Deputi 2 dan 3, Biro asumsi kendala
dan alternatif solusi
.................................................................................. pelaksanaan P S PM1.254.4 R PM1.2545
| B P
Eksternal: e Pelaksanaan e;ey:;“:a?"
Kermensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK; bt Laporan Monev
K/L terkait dan Pemda
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.2.5.5. Penyusunan Rekomendasi Lebijakan
Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas
PM 12553 S
Soslal dan Deputi 2 e lisis kinesja o Menetapkan rekomendasi
.. perbaikan kinerja program
program kebljakan dan kebijakan
PM 12552
. . : " PM1.2551 Menyusun
Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 3, Biro Mengh fikasi L ;M 1_2.I5.5..’:
= ] e hasil evaalslausi
pelaksanaan kinerja dan kebijakan
program kebijakan program
........................................ K =
Eksternal
Kemensos, BPJS Kesehatan, BPJSTK,
KL terkait dan Pemda

i

i

i

.Level 2...
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. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Level 0 PM 1. Sinkr asl dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebljakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
Level 1 PM 1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu ‘
Level 2 PM 1.3.1. Sinkronisasi dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebljakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ‘
Level 3 PM 1.3.1.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 1.3.1.2. ldentifikasi Masalah

PM 1.3.1.3. Sinkronisasi Koordinasi
PM 1.3.1.4. Monitoring dan Evaluasi
PM 1.3.1.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.1.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM13114
Menko Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan Rencana
Sekretaris Kementerian
.................................................... PM1.31.13
PM13111 Menelaah rencana
Asdep Pemberdayaan Masyarakat Menentukan isu strategis kebijakan
Desa dan Deputi 3
.................................................... v PM13242
> Menyusun
Internal: o rencana
Staf Ahli, Deputi 1 dan 2; Biro kebijakan

Ekstemal:
Kementenan Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, K/L terkait dan Pemda

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.1.2. Ildentifikasi Masalah

Asdep Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Deputi 3

Sekretaris Kementerian

Internal:
Staf Ahli, Deputi 1 dan 2; Biro

Eksternal:

Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal: K/L terkait dan
Pemda

PM13.1.21

Merumuskan tujuan, sasaran,

dan ruang lingkup Masalah

PM 13122
Menetapkan fokus
dan alternatif solusi

PM13.1.23
Menelaah alternatif solusi

PM 13124
Menetapkan rumusan
rekomendasi
Dari masalah

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.1.3. Sinkronisasi Koordinasi

Asdep Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Deputi 3

Sekretaris Kementerian

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal; K/L
terkait dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM 1.3.1.3.1

Menyosialisasikan rumusan
rekomendasi kebijakan

Melaksanakan Uji
Publik Rumusan

PM 1.3.1.3.2

Rekomendasi

Kebljakan .................................................................

PM 1.3.1.3.3
Menetapkan kebijakan

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.3.1.4. Monitoring dan Evaluasi
Asdep Pemberdayaan Masyarakat Desa PM 1-3~1-‘-1. )
Melaksanakan monitoring
dan Deputi 3 evaluasi ( top down atau PM 13.14.2
......................................... bottom up) . melakukan
telaahan untuk PM 13143
Internal: Staf ahli, Deputi 1 dan 2, Biro melakukan monev Merumuskan
asumsi kendala
........................................................................................... denmmau P R PR
solusi PM1.3145
| PM13144
Ekstemnal: Kementerian Desa dan mwuman b Pelaksanaan Pegx:?::a?‘an
Pembangunan Daerah Tertinggal; K/L AL Laporan Monev
terkait dan Pemda
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.3.1.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
PM 13154
Asdep Pemberdayaan Masyarakat Desa PM 13153 Menet ’
dan Deputi 3 Molslaskan anall?s kinerja " Mai::r'::i‘n?rja program
B dan kebijakan
PM 13152
7 ' PM1.3.1.51 Man = PM1.3.155
Internal: Staf ahii; Deputi 1 dan 2, Biro Mengidentifikasi i "“”m‘n Tindak lanjut
kendala dalam  —— e hasll evaluasi
pelaksanaan peﬂdgan Kinesja kebijakan
.......................................... mkebl}akﬂﬂ kegpll:m’a“ e eeceeseetectacsnccncsenatcatactacsacsncsatsatsetactactactatsateatestastncsnennsnn
Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, K/L
terkait dan Pemda

b) Level 3. ..
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b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.2. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal

Level 0 PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, P Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat ’

Level 1 PM 1.3, Sinkronisasl dan Koordinasl, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebljakan di bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu ‘

Level 2 PM 1,32, Sk | dan Koordinasl, P P pan dan Pelaksanaan kebljakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal J

Level 3 PM 1.3.2.1, Penyusunan Rencana Kegiatan
PM 1.3.2.2. Identifikasi Masalah

PM 1.3.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.3.2.4, Monitoring dan Evaluasi
PM 1.3.2.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM13214

Menko Pemberdayaan Masyarakat Menetapkan Rencana
s kebijakan

Sekretans Kementenan

PM13.211 PM 13213

Asdep Pemberdayaan Masyarakat Menentukan isu strategis Menelash rencana kebljakan

Daerah Tertinggal dan Deputi 3

T

Internal. N Menyusun

Staf Anli, Deputi 1 dan 2; Biro rencana

kebijakan
Eksternal:

Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal; K/L terkait dan
Pemda

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1,3.2.2, Identifikasi Masalah

Asdep Pemberdayaan Masyarakat
Daerah Tertinggal dan Deputi 3

Sekretaris Kementarian

Intemal:
Staf Ahli, Deputi 1 dan 2; Biro

Eksternal:

Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal: K/L Terkait dan
Pemda

PM 13221
Merumuskan tujuan, sasaran,
dan ruang lingkup Masalah

PM 13222

Menetapkan fokus
dan alternatif solus|

PM 13223
Menelaah alternatif solusi

PM13224
—|  Menetapkan rumusan
rekomendasi dari masalal

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.2.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Pemberdayaan Masyarakat
Daerah Tertinggal dan Depuli 3

Sekretaris Kementerian

Eksternal- Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal; KL
Terkait dan Pemda

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM1.3.2.31
Menyosialisasikan
rumusan rekomendasi
kebijakan

A

PM1.3.23.2
Melaksanakan Uji
Publik Rumusan
Rekomendasi
Kebijakan

PM1.3.233
Menetapkan kebijakan

Level 3...
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.2.4. Monitoring dan Evaluasi

Asdep Pemberdayaan Masyarakat PM 1~3~2"~1_ X
Melaksanakan monitoring
Daerah Tertinggal dan Deputi 3 evaluasi { top down atau PM 12242
.......................................... bottom up) A melakukan
' ) telaahan untuk PM 13243
Internal: Staf ahli, Deputi 1 dan 2, Biro melakukan monev Merumuskan
asumsi kendala
.......................................................................................... “nami’ B -
solusi | PM 13245
PM 13244
Eksternal: Kementerian Desa dan pi'::gakan S Pelaksanaan o| Penyusunan ﬁan
Pembangunan Daerah Tertinggal; K/L monev Laporan Monev
terkait dan Pemda
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.3.2.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
PM 13254
Asdep Pemberdayaan Masyarakat PM 13253 .
Daerah Tertinggal dan Deputi 3 Melakukanma\k::;?:kl;inu i * m::mku:ﬂa prograrsr'\
i) dan kebijakan
PM 13252
) - . . PM ‘ .3.25.1 . M’ny“sun PM1.3.255
Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 2, Biro Mengidentifikasi instrumen Tindak lanjut
kendaladalam =1 .0 4 ran kinera hasil evaluasi
pelaksanaan dan kebijakan
.......................................... mamk‘bljakan m ecesecesecncscscsesesasatncecscsesesesesnsecncstsetesetatncncassesesesasnsnsns sl
Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, K/L
terkait dan Pemda

c)Level 3. ..



58 -

c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu

Ekstemal:
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal; K/L Terkait dan Pemda

Level 0 PM 1. Sinkr i dan Koordinasi, Per P pan dan Pelal di bidang Pemberday Masyarakat
Level 1 \ PM 1.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu
Level 2 ‘ PM 1.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi, Per , P pan dan Pelal kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu
Level 3 PM 1.3.3.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
PM 1.3.3.2. Identifikasi Masalah
PM 1.3.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.3.3.4. Menitering dan Evaluasi
PM 1.3.3.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.3.3.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
Menko Pemberdayaan Masyarakat PM 1.3.3.1.4
Menetapkan Rencana
R SO T U U TUUUUTUUUUUUUUUUUU U U U kebjjakan
Sekretaris Kementerian
..................................................... PM 13311 Mo::?az‘s,tsm
Asdep Pemberdayaan Masyarakat Menentukan isu strategis kebijakan
Daerah Tertentu dan Deputi 3
__________________________________________________________________ PM1.33.1.2
Internal > e
o rencana
Staf Ahli, Deputi 1 dan 2; Biro kebijakan

Level 3...



59 -

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.3.2. Identifikasi Masalah

Asdep Pemberdayaan Masyarakat PM13.323
Daerah Tertentu dan Deputi 3 Menelaah altematif —
PM 13321 solusi
e e EmE (RERERR UL SRR
dan ruang lingkup Masalah PM 13322
Sekretaris Kementerian »|  Menetapkan fokus
dan alternatif solusi

Internal:

Staf Ahli, Deputi 1 dan 2, Biro

Ekstemal: PM 13324
Kementerian Desa dan Pembangunan L. Menetapkan rumusan
Daerah Tertinggal; K/L Terkait dan rekomendasi
Pemda Dari masalah

Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.3.3.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
Asdep Pemberdayaan Masyarakat
Daerah Tertentu dan Deputi 3
e PM1.3331 |
Sekretaris Kementerian Menyosialisasikan
. PM 1.3.3.3.2
rumusan rekomendasi || Melaksanakan Uji |~
Internal: Staf ahli, Deputi 1 dan 2, Biro kebijakan R I et
Rekomendasi
........................................................................... Kebijakan

Eksternal: Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal; K/L

terkait dan Pemda

Menke Pemberdayaan Masyarakat Men:trp:cfr'lak'g.tgjakan

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.3.4, Monitoring dan Evaluasi

1.334.
Asdep Pemberdayaan Masyarakat Molaks':’:akasnan?o:lim
Daerah Tertentu dan Deputi 3 evaluasi (lop down atau 1 PM 13342
bottom up) Medakukan telaahan
PM 13343
.......................................... . untuk melakukan Merumuskan
Ll asumsi kendala
dan alternat
Internal: Staf ahi, Deputl 1 dan 2, Biro solusi PM 13344 P:!M 1.334.5
....................................................................................... pelaksanaan Pelaksanaan  [———{ ©presunan dan
kebijakan monev s "L' Money
Eksternal: Kementerian Desa dan e
Pembangunan Daerah Tertinggal: K/L
Terkail dan Pemda
Sekretaris Kementerian
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.3.3.5. Penyusunan Rekomendas| Kebljakan
PM 13354

Asdep Pemberdayaan Masyarakat PM 13353 ' asi

Melakukan analisis kinera Menetapkan re J
Daerah Tertentu dan Deputi 3 e e perbalkan kinerja program

prog —= dan kebijakan

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, KIL
Terkail dan Pemda

PM 13351
Mengidentifikasi
kendala dalam e
pelaksanaan program
kebijakan

PM 13352
Menyusun instrumen
pengukuran kinerja
dan program kegiatan

PM 13355

Tindak lanjut

hasi evaluasi
kebijakan

Level 3. ..



d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 1.3.4. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan

Level 0 PM 1. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
Level 1 PM 1.3, Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu
Level 2 PM 1.3.4. Sinkronisasi dan Koordinasi, Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan
Level 3 PM 1.3.4.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

PM 1.3.4.2. Identifikasi Masalah

PM 1.3.4.3. Sinkronisasi dan Koordinasi
PM 1.3.4.4. Monitoring dan Evaluasi

PM 1.3.4.5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.4.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

Menko Pemberdayaan Masyarakat PM13.4.1.4
Menetapkan Rencana

................................................................. kebijakan

Sekretaris Kementerian
......................................................... PM 1.3.4.1.1 Mez:a::‘lana B

Asdep Ketahanan Desa dan Perdesaan Menentukan isu strategis e renca

; ijakan

dan Deputi 3

............................................................... PM1.3'4'1.2 D
_ Menyusun
Internal: o rencana
Staf Ahli, Deputi 1 dan 2; Biro kebijakan

Eksternal:
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal; K/L Terkait dan Pemda

Level 3. ..
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.4.2. Identifikasi Masalah

Asdep Ketahanan Desa dan Perdesaan
dan Depuli 3

Sekretaris Kementerian

Internal:
Staf Ahli, Deputi 1 dan 2; Biro

Eksternal.
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, K/L Terkait dan
Pemda

PM 13421
Merumuskan tujuan, sasaran,
dan ruang lingkup Masalah

PM13422
Menetapkan fokus
dan alternatif solusi

PM13423

Menelaah alternatif solusi

PM 13424
Menetapkan rumusan
rekomendasi
dan masalah

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.4.3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Asdep Ketahanan Desa dan Perdesaan
dan Deputi 3

Sekretaris Kementerian

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal K/L
terkait dan Pemda;

PM 1.3.4.3.1
Menyosialisasikan

rumusan rekomendasi
kebijakan

r

PM 1.3.43.2
Melaksanakan Uji
Publik Rumusan
Rekomendasi
Kebijakan

PM1.34.33
Menetapkan kebijakan

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 1.3.4.4. Monitoring dan Evaluasi

Asdep Ketahanan Desa dan Perdesaan
dan Deputi 3

PM 13441
Melaksanakan monitonng
evaluasi ( top down atau
bottom up)

PM 13442
melakukan telaahan
.t untuk melakukan

monev

PM 13443
Merumuskan

asumsi kendala

dan alternatif
solusi | PM 13445
.............................................................................................................. pelak . PM 13444 -+ Penyu dant -
kebijakan Pelaksanssn Penyerahan
Eksternal: Kementerian Desa dan LinLE Laporan Monev
Pembangunan Daerah Tertinggal; K/L
Terkait dan Pernda
Sekretaris Kementenan
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 1.3.4.5. Penyusunan Rel dasi Kebijak
Asdep Ketahanan Desa dan Perdesaan PM 13453 PM 13454
dan Deputi 3 Melakukan analisis kinerja [ '“e"ef“"‘".‘ "".“"“9"“”‘
p Kebiakan perbaikan kinerja program
ogra dan kebljakan
M 13451 345

Internal: Staf ahli; Deputi 1 dan 2, Biro M:ngidgnuﬂskasi mu:uiz PM 13455

kendala dalam instrumen Tindak lanjut

pelaksanaan pengukuran hasil evaluasi
.......................................... program kinerja dan kebyakan
kebyakan program keglatan

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal; K/L
Terkait dan Permda

2.Level 1...
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2. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan, Pengelolaan dan Penanganan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

SUPPLIER INPUT PROSES OUTPUT CUSTOMER

PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang e Laporan dan

Pemberdayaan M kat Usulan
[ Presiden I —»1 Kebijakan Menko
PM2.1 e Laporan
Pengendalian
[ Menko }_Lb Kebijakan,
Regt;laﬁ ata'u . Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan
trategis Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran )
[ o Rekomendasi Kementerian/
Kementerian/ perbaikan Lembaga,Pemda,
Lembaga / Pemda |  Kebijakan dan Pemdes
PM 2.2 * Produk
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kebijakan di bid

PM 2.1 Peng, 1
a xat Dan Pelind

Pekerja Migr

P 2.1.1 Pengendalian
pelaksansan kebijakan
bidang Pengembangan
Usaha Masyarakat

PM 2.1.2 Pergendalian
pelaksanaan kebyakan di
bidang Pemasaran Usaha
Masyarakat

PM 213 Pergendalan
pelaksanaan kebgakan
di bidang Pembiayaan
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah serta
Koperas:

PM 2.1.4. Pengendalian
pelaksanaan kabijakan di
bidang Pengembangan
Ekonomi Kreatd dan
Kewirausashaan

PM 2.1.5. Pengendalian
pelaksanaan kebijakan
di bidang Penempatan
dan Pelindungan
Pekerja Migran

PM 2,16 Tata Usaha

PM 2.2, Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bid

PM 2.2.3. Pengendalian
pelaksanaan kebijakan di
bidang Pembraysan
Usaha Mikro, Kedl, dan
Menengah serta
Koperasi

Kesejahteraan Sosial

PM 2.2.1 Pengendalian PM 2.2.2 Pengendalian

kebijakan & bidarg kebijakan di bidang

Perlindungan dan Jaminan Sasisl

Bantuan Sosiad
il PM 2.2.5.
Pangandalian Pengendalian
;;e‘;::anaan kebijakan pelaksansan kebijakan

hid di bidang Penempatan

Pergembangan dan Pelindungan
Ekonomi Kreatd dan Pekeria Migran
Kewirausahaan

PM 2.2.6. Tata Usaha

PM 2.3 Pengendali

Tertinggal, Dan Daerah Tertentu

PM 2.3.1 Pengendalian
pelak=anaan kebgakan i
bidang Pemberdayaan
Masyarakst desas

PM 2.3.2 Pengendalian
pelaksanaan kebijakan di
badarg Pemberdayaan
Masyarakat Caecrah
Tertinggal

M 2.3.3 Pengendalian
pelaksanaan kebijakan di
bidang Pamberdayaan
Masyarakat Daerah
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PM 234 Pergendalian
pelaksanaan kabijakan
di bidang Ketahanan
Desa dan Perdesaan

PM 2.3.6. Tata Usaha

Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Pelindungan Pekerja Migran

a) Level 3. ..
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a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 ‘ PM 2.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 2 ‘ PM 2.1.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Usaha Masyarakat

Level 3 PM 2.1.1.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
PM 2.1.1.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.1.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pengembangan Usaha PM2.1.1.13

Masyarakat dan Deputi 1 PM21.11.1 Menetapk:n;?np:mhm
........................................ Al e ) - pelak

Sekretaris Kementerian Lo

PM21.1.12

Internal; Melakukan ldentifikasi

Staf Ahli; Deputi 2 dan 3 permasalahan pelaksanaan
................................................................................................. kebijakan

Eksternal

KP2MI, Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, EKRAF; K/L Terkait
dan Pemda

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.1.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pengembangan Usaha

Masyarakat dan Deputi 1 PM2.1.1.2.1

................................... . Mengumpulkan ey PM 2‘1.1.2_2 T
; : data/informasi Koordinasi

Sekretaris Kementerian pelaksanaan kebijakan #1 pengendalian lintas

................................... . dalam isu masalah AR K/L dan
berdasarkan instrumen Stakeholder

Internal; pengendalian
. StafAhli Deputi 2dan 3 e —

Eksternal:

KP2MI, Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, EKRAF; K/L
Terkait dan Pemda

Menko PM

PM21.1.23
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM21.1.24
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

b) Level 3. ..
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b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 PM 2.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 2

PM 2.1.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi

Level 3

PM 2.1.3.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.1.3.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.3.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

dan Deputi 1

Internal:
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3

Eksternal:

dan Pemda

Asdep Pemasaran Usaha Masyarakat

KP2MI, Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, EKRAF; K/L Terkait

PM2.1.3.1.1

Menyusun Instrumen
R ' pengendalian pelaksanaan | [
kebijakan

........... PM21.3.1.2
Melakukan Identifikasi
permasalahan

PM21.3.13
Menetapkan isu permasalahan
pelaksanaan kebijakan

pelaksanaan kebijakan | .. ... ...

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.2.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pemasaran Usaha
Masyarakat dan Deputi 1

Internal:
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3

Eksternal:

Terkait dan Pemda

Menko PM

.....................................

KP2MI, Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, EKRAF; K/L

PM21221
Mengumpulkan
datafinformasi
pelaksanaan kebijakan

------- . dalam isu masalah

berdasarkan instrumen
pengendalian

""" PM21.222
Koordinasi

#| pengendalian lintas
..... K/L dan
Stakeholder

PM21.223
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM21.224
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

c)Level 3...



- 70 -

c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Serta Koperasi

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 ‘ PM 2.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran
Level 2 ‘ PM 2.1.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi
Level 3 PM 2.1.3.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.1.3.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.3.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Deputi 1

Eksternal:

dan Pemda

Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah serta Koperasi dan

KP2MI, Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, EKRAF; K/L Terkait

PM213.141 PM213.13
Menyusun Instrumen > Menetapkan isu permasalahan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan kebijgkan [ ["°(L 7T
............ ; Ty
_ Melakukan Identifikasi
- permasalahan
.......... B B R L L L L LR R T I mlaksanaankebliakan P R T T

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.3.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pembiayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

Internal:
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3

Eksternal:

KP2MI, Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, EKRAF; K/L
Terkait dan Pemda

Menko PM

PM2.1.3.2.1
Mengumpulkan
datalinformasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

PM2.1.3.2.2
Koordinasi
pengendalian lintas
K/L dan
Stakeholder

PM2.1.3.2.3
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM21.3.24
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

d) Level 3. ..
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d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.4 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Kewirausahaan

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 ’ PM 2.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 2 ‘ PM 2.1.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan

Level 3 PM 2.1.4.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
PM 2.1.4.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.4.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep bidang Pengembangan Ekonomi PM214.13

Kreatif dan Kewirausahaan dan Deputi 1 PM 2.1.4.1.1 > Menetapkan i,:, .pénlnasalahan
Menyusun Instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan

............................................ . pelakganaankebqakan EE .

............................................. - csesssofecccnns PM2'1'4'1.2 eesseccssenfeccccseccscccssnccssncssncsssnsssncsssnsssnnssensssnns
Internal Melakukan Identifikasi

. . o permasalahan pelaksanaan
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3 kebijakan

Eksternal:
KP2MI, Kementerian Koperasi, Kementenan
UMKM, EKRAF; K/L Terkait dan Pemda

Level 3 ...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.4.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pengembangan Ekonomi

Kreatif dan Kewirausahaan dan PM 21421
O Y rrrereeraeeas . Mengumpulkan | .. PM21422  |.....
) ) datafinformasi Koordinasi
Sekretaris Kementerian pelaksanaan kebijakan »| pengendalian lintas
dalam isu masalah K/L dan
................................... berdasarkan instrumen A Stakeholder
Internal: ngendalian
_ . L PM2.1.4.2.3
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3 Menentukan
................................................................................................... langkah
Eksternal: penyelesaian
KP2MI, Kementerian Koperasi, permasalahan

Kementerian UMKM, EKRAF; K/L
Terkait dan Pemda

Menko PM

PM21424

Pelaksanaan
Tindak Lanjut

e) Level . ..
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e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.1.5 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 0

PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 ‘ PM 2.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 2 ‘ PM 2.1.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Level 3

PM 2.1.5.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.1.5.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.5.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Penempalan dan Pelindungan PM 21513
4 PM2151.1 N Senpniated
Pekerja Migran dan Deputi 1 Moryumn, Inb.amer Menetapkan isu permasalahan
........................................ pengendalian pelaksanaan pelaksanaan kebijakan
Sekretaris Kementerian kebijakan
........................................................ PMZ‘IS.LZ e eessnccssnahoccccscncsssnctscncssnsncsssnsssnnsssensssnnsssnnann
Internal: Melakukan Identifikasi
. . > permasalahan
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3 pelaksanaan
................................................................................................... kebijakan
Eksternal:
KP2MI, Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, EKRAF; K/L Terkait
dan Pemda

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.1.5.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran dan

Internal:
Staf Ahli; Deputi 2 dan 3

Eksternal:

KP2MI, Kementerian Koperasi,
Kementerian UMKM, EKRAF; K/L
Terkait dan Pemda

Menko PM

PM215.21
Mengumpulkan
datalinformasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

PM2.15.22
Koordinasi
pengendalian lintas
K/L dan
Stakeholder

PM2.1.523
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM215.24
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

ii. Level 2. ..



o

e

- 76 -

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.1. Pengendalian Kebijakan di Bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

el ‘ PM 2.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Level 2 ‘ PM 2.2.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pelindungan dan Bantuan Sosial

Level 3 PM 2.2.1.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.2.1.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.1.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pelindungan dan Bantuan Sosial PM22113
dan Deputi 2 PM2.2.1.1.1 > Menetapkan isu permasalahan
e laksanaan kebi
..................................... Menyusun Instrumen pengendalian pe m
pelaksanaan kebgakan
Sekretaris Kementerian
............................................................... PM22112
Melakukan Identifikasi
Intemnal: permasalahan
pelaksanaan kebijakan

Staf Ahli; Deputi 1 dan 3

Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK. KL
Terkait dan Permda

Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Level 3 ...
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.1.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Sosial dan Deputi 2

Internal:
Staf Ahli; Deputi 1 dan 3

Eksternal:

Menko PM

Asdep Pelindungan dan Bantuan

PM221.21
Mengumpulkan
data/informasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

Kemensos; BPJS Kesehatan;
BPJSTK. K/L Terkait dan Pemda

PM22.122
Koordinasi
pengendalian lintas
K/L dan
Stakeholder

Menentukan langkah

PM22123

penyelesaian
permasalahan

PM221.24
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

b) Level 3. ..
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b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.2. Pengendalian Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 PM 2.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Level 2 PM 2.2.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian kebijakan di bidang Jaminan Sosial

Level 3 PM 2.2.2.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
PM 2.2.2.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.2.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM22213

Asdep Pengendalian kebijakan di
- [t pkan su permasalahan pelaksanaan

bidang Jaminan Sosial PM22211 b
Menyusun Instrumen pengendalian kebijakan
........................................... . pelaksanaan kebjakan AU (R

............................................. . e
Internal: Melakukan Identifikasi
permasalahan

Staf ANl Deputi 1dan 3 e pelaksanaan kebifakan |

Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan; BPJSTK. K/L

Terkait dan Pemda

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.2.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pengendalian kebijakan
di bidang Jaminan Sosial dan

i PM22221
CDeputi2 Mengumpulkan | oo PM22222 |-

Sekretaris Kementerian data/informasi Koord!nasu

pelaksanaan kebijakan —= pengendalian lintas

................................... . dalam isu masalah ceaas K/L dan

Intemal: berdasarkan in§tmmen Stakeholder

pengendalian

Staf Ahli; Deputi 1 dan 3 PM 22223

..................................................................................................... Menentukan
langkah
Eksternal: penyelesaian
Kemensos; BPJS Kesehatan; permasalahan

BPJSTK. K/L Terkait dan Pemda

Menko PM

PM222.24
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

c)Level 3...
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c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.3. Pengendalian Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 PM 2.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Level 2 PM 2.2.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial

PM 2.2.3.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3
PM 2.2.3.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.3.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pemberdayaan Sosial PM22313
dan Deputi 2 PM223.1.1 > Menetapkan isu permasalahan
............................................ . Menyusun Instrumen R pelaksanaan kebijakan
pengendalian pelaksangan | | | | T
kebijakan
............................................ . PM223.1.2
Internal: Maelakukan Identifikasi
permasalahan
pelaksanaankebljakan |

Staf Ahli; Deputi 1 dan 3

Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan;
BPJSTK. K/L Terkait dan Pemda

Level 3...




Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.3.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pemberdayaan Sosial
dan Deputi 2

Internal:

Staf Ahli; Deputi 1 dan 3
Eksternal:

Kemensos; BPJS Kesehatan;
BPJSTK. K/L Terkait dan Pemda

Menko PM

PM223.21
Mengumpulkan
data/informasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

PM 2.23.2.2
Koordinasi
pengendalian lintas
K/L dan
Stakeholder

PM2.23.23
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM223.24
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

Level 3. ..
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d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.4. Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan

Level 0

PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1

PM 2.2, Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Level 2

PM 2.2.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan
Level 3

PM 2.2.4.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.2.4.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.4.1, Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
Asdep Peningkatan Kapasitas PM224.1.3
Masyarakat Berkalanjutan dan Deputi 2 Menatapkan Isu parmasalahan pelaksanaan
PM2241.1
kebijakan
................................... EEE] Mem‘m"‘mmpﬂmmmn EEEERE] EEEE] Boon Fhbisanttttisnnsttttsnncssssnnnsssnnnmess
Sekretaris Kementeran pelaksanaan kebjakan
...I ....... | ................................ . ________________________ [N o e
ntemal: Melakukan Identifikasi
Staf Ahli; Deputi 1 dan 3 permasalahan
................................................................................................... pelaksanaan kebjakan
Ekstemnal

Kemensos; BPJS Kesehatan;
BPJSTK. K/L Terkait dan Pemda

Level 3...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.4.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Kapasitas Masyarakat
Berkelanjutan dan Deputi 2

...................................

Internal:
Staf Ahli; Deputi 1 dan 3

Eksternal:

Kemensos; BPJS Kesehatan;
BPJSTK. K/L Terkait dan Pemda

Menko PM

PM224.21
Mengumpulkan
datalinformasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

PM22422
Koordinasi
pengendalian lintas
K/L dan
Stakeholder

PM22423
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM22424
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

e) Level 3...
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e) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.2.5. Pengendalian Kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial

Level 0 | PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 PM 2.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Level 2

PM 2.2.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial

Level 3

PM 2.2.5.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.2.5.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.5.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Ekstemnal;

K/L Terkait dan Pemda

Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas PM22513

Sosial dan Deputi 2 PM2251.1 > Menetapkan isu permasalahan pelaksanaan
......................................... oI Riveon kebijakan

pengendalian pelaksanaan B e Y Fo

Sekretaris Kementerian kebijakan PM 2.25.1.2

..................................................................................................... Melakukan
_ Identifikasi
Internal: o permasalahan
pelaksanaan

Kemensos, BPJS Kesehatan, BPJSTK.

........................................................... kebijakan

Level 3. ..
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.2.5.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Rehabilitasi dan
Aksesibilitas Sosial dan Deputi 2

Internal:
StafAhli; Deputi 1 dan 3

Eksternal:
Kemensos; BPJS Kesehatan;
BPJSTK. K/L Terkait dan Pemda

Menko PM

PM22521
Mengumpulkan
datalinformasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

PM225.22
Koordinasi

pengendalian lintas

K/L dan
Stakeholder

PM 22523
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM22524
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

iii. Level 2. ..
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
Daerah Tertentu

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
Level 1 ‘ PM 2.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu
Level 2 ‘ PM 2.3.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Level 3

PM 2.3.1.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
PM 2.3.1.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.3.1.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
Asdep Pemberdayaan Masyarakal Desa PM23.113
dan Deput| 3 PM23.1.11 - Menetapkan isu permasalahan
...................................... Menyusun Instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan
. . pelaksanaan kebijakan
kretaris Kementerian
Se ohi PM23.1.1.2
........................................................................................................ i e ||
Internal: permasalahan
: pelaksanaan
O e KebRakan |
Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal: K/L
Terkait dan Pemda

Level 3. ..



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.3.1.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Deputi 3

Internal:
Staf Ahli; Deputi 1 dan 2

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal;
K/L Terkait dan Pemda

Menko PM

PM2.3.1.2.1
Mengumpulkan ... PM23122  |.....
datafinformasi Koordinasi

pelaksanaan kebijakan | pengendalian lintas
dalam isu masalah | ... K/L dan
Stakeholder

berdasarkan instrumen
pengendalian

PM 2.3.1.2.3
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM23.1.24
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

b) Level 3. ..
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b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah
Tertinggal

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1

PM 2.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu

Level 2

PM 2.3.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal

Level 3 PM 2.3.2.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.3.2.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.3.2.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pemberdayaan Masyarakat

PM 23213

: : PM 232141 - Menetay i lahan

Daerah Tertinggal dan Deputi 3 pkan isu permasal

ngg P Menyusun Instrumen pelaksanaan kebijakan

....................................... seas|sd pengendalian pelaksanaan cvsveseferssnneg

Sekretaris Kementerian kebijakan
........... oM23212

Internal: - Melakukan ldentifikasi

Staf Ahli; Deputi 1 dan 2 permasalahan pelaksanaan
...................................................................................................... kebijakan

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, K/L
Terkait dan Pemda

Level 3. ..
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.3.2.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pemberdayaan
Masyarakat Daerah Tertinggal
dan Deputi 3

Internal:
Staf Ahli; Deputi 1 dan 2

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal,
K/L Terkait dan Pemda;

Menko PM

PM23.221
Mengumpulkan
datalinformasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

PM23.2.22
Koordinasi
pengendalian lintas
K/L dan
Stakeholder

PM23.223
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM 23224
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

Level 3...
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c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah
Tertentu

Level 0 PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 ‘ PM 2.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu

Level 2 ‘ PM 2.3.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu

Level 3 PM 2.3.3.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.3.3.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.3.3.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pemberdayaan Masyarakat PM233.13
Daerah Tertentu dan Deputi 3 PM2.3.3.1.1 Menetapkan isu pemlasaum pelaksanaan
Menyusun Instrumen pengendakan o kebijakan

pelaksanaan kebijakan

............................................ . PM23.3.1.2
. | Metakukan Identifikasi

Internal: permasalahan pelaksanaan

kebijakan

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal;
K/L Terkait dan Pemda

Level 3...
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.3.3.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Pemberdayaan
Masyarakat Daerah Tertentu dan
Deputi 3

Internal:
Staf Ahli; Deputi 1 dan 2

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal;
K/L Terkait dan Pemda

Menko PM

PM23.3.21
Mengumpulkan
data/informasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

PM23.3.2.2
Koordinasi
pengendalian lintas
K/L dan
Stakeholder

PM 23323
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM233.24
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

Level 3. ..
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d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Utama PM 2.3.4. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan

Level 0 | PM 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Level 1 ‘ PM 2.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu

Level 2 ‘ PM 2.3.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan

Level 3 PM 2.3.4.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

PM 2.3.4.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.3.4.1. Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Ketahanan Desa dan PM234.13

Perdesaan dan Deputi 3 PM2.34.11 Menetapkan isu permasalahan pelaksanaan
......................................... N Menyusun Instrumen kebijakan

pengendalian pelaksanaan y
Sekretaris Kementerian kebiakan
PM2341.2

.......................................... , I ceneeeed Melotakon Iomtkaci

Internal: T | permasalahan petaksanaan

Staf Ahli; Deputi 1 dan 2 kebijakan

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal;
K/L Terkait dan Pemda

Level 3. ..
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 2.3.4.2. Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

Asdep Ketahanan Desa dan
Perdesaan dan Deputi 3

Internal:
Staf Ahli; Deputi 1 dan 2

Eksternal: Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal;
K/L Terkait dan Pemda

Menko PM

PM23421
Mengumpulkan
datal/informasi
pelaksanaan kebijakan
dalam isu masalah
berdasarkan instrumen
pengendalian

PM 23422
Koordinasi
pengendalian lintas
K/L dan
Stakeholder

PM 23423
Menentukan
langkah
penyelesaian
permasalahan

PM23424
Pelaksanaan
Tindak Lanjut

C. LevelO...



C. Level O - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung

1. bLevel 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3. Manajemen Kinerja dan Kerjasama

SUPPLIER INPUT PROSES OUTPUT CUSTOMER
e Visi & Misi Presiden
e Amanah Regulasi terkait
pemberdayaan masyarakat
e Arahan Presiden Sekretans
Sakrataris e Arahan Menko Rl Kementerian
Kemeanteran ¢ RPJPN —
. RPJIYIN . . Regulasi
® Kebijakan nasional dibidang PM 3. Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (Inpres, Permenko, Kepmen, ) —
Pemberdayaan Masyarakat Kepses)
® Renstra kemenko PM/K/L/PD Telaah dan masukan hukum % Deputi Terkait
® Rencana Kerja Pemerintah {RKP) PM 3.1 Manajemen Kinerja Advokasi e
(Mol dan PKS)
Analisis Jabatan, Penyusunan JF  —
SOP, Standar pelayanan
Rencana Program dan anggaran, Himpunan bahan, info | BroTerat
Deputi Terkait - - o8  anggaran, persidangan e
kerjasama, reformasi birokrasi Bahan paparan, brief info,
b 2
PROSES PENDUKUNG sambutan
r— DURunga" Internal -’ IUSWHO"M
Biro Terkait —- Dukungan Internal g
S——
 —
Inspektorat —- Pengawasan Internal
—

i.Level 2. ..
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1. Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

95 -

PM 3.1. Manajemen Kinerja

PM 3.1.1 Perencanaan

PM 3.1.2 Kerja Sama

PM 3.1.3 Reformasi
Birokrasi

PM3.1.4
Akuntabilitas Kinerja
dan Pelaporan

a) Level 3...
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a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.1. Perencanaan

Level 0 PM 3. Manajemen Kinerja dan Kerja sama

Level 1 PM 3.1. Manajemen Kinerja

Level 2 PM 3.1.1. Perencanaan

Level 3
PM 3.1.1.1. Pengelolaan Perencanaan Strategis

PM 3.1.1.2. Pengelolaan Program Kerja
PM 3.1.1.3. Pengelolaan Perencanaan Anggaran

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 3.1.1.1. Pengelolaan Perencanaan Strategis

Internal: unit kerja internal
(eselon 1 dan eselon 2)

Eksternal: Bappenas, Kemenkeu,
KemenPAN RB, BPKP

Menko PM

PM311.1. PM3.1.1.2.
. . . . Mengevaliasi capaan Me draft awal
Biro Manajemen Kinerja dan peisksansan renstra periode  [————> & m""‘"‘m p: Pt
Kerja Sama sebelumnya dan masukan dan initahun berjalan

PM3.1.1.3

v

dan Forum
Panyesugian

Level 3 ...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 3.1.1.2. Pengelolaan Program Kerja

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Internal: unit kerja internal ( eselon 1 dan
eselon 2)

Sekretans Kementerian

Eksternal: Bappenas, Kemenkeu

PM3.1.1.2.1.
Mengevaluasi hasil pelaksanaan
renja pencde sebelumnya dan
masukan dari stakeholder, PM3.1122
..... — Menyusun
rancangan awal
renja
A
PM3.1.1.2.1.
Penetapan RKP

PM3.1.1.23
Pembahasan
dan
penelaahan
renja

PM 31126
Penyesuaian
hasil penetaahan

Level 3 ...



Level 3 - Lintas Fungsi

PM 3.1.1.3. Pengelolaan Perencanaan Anggaran

, . o PM 3.1.1.3.3
Biro Manajemen Kinerja dan Mengoordinasiken penyusUNan
Kerja Sama RKA KL sasuai angka pagu
..................................... :
PM3.1.1.36
PM 3.1.1.3.4
Inspektorat »  Menyusun dan Revisi RKA KL
menelaah RKA KL
Internal: unit kerja internal
(eselon 1 dan eselon 2) ;
PM 3.1.1.3.2
. . Mengalokasikan angka pagu
Sekretaris Kementerian ks solieg wit Ko Seton 1
dan eselon 2
........................................... f it M . S
Menko PM
........................................... M 3111
Menerima angka pagu P:r:tg;:a:m:l‘);a
(indikatif, anggaran dan PM3.1.135
Eksternal: Bappenas, alokas! anggaran) > Reviu RKA KL
KemenKeu

b) Level 3. ..
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b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.2. Kerja Sama

Level 0 PM 3. Manajemen Kinerja dan Kerja sama

Level 1 ‘ PM 3.1. Manajemen Kinerja

Level 2 ‘ PM 3.1.2. Kerja Sama

Level 3
PM 3.1.2.1. Kerja Sama di Dalam Negeri

PM 3.1.2.2. Kerja Sama di Luar Negeri

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 3.1.2.1. Kerja Sama di Dalam Negeri

Biro Manajemen Kinerja dan
Kerja Sama
..................................................... 31211
: . . Penjajakan kerja sama di PM31212
Unit Kerja Terkait pae sl Lt ::a 3.1&.‘1,5
..................................................... perumusan PM3.1214 e manuan,
naskah kerja » P Kkerja | evaluas, dan
sama dalam — Ll = dalar':n‘:?aﬂ
Eksternal: K/L terkait, pemda dan negeri
badan hukum
......................................................................................... s
Persetujuan dan
: . Panandatanganan -
Sekretaris Kementerian naskah kerja sama
dalam negen
Menko PM

Level 3...
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Level 3- Lintas Fungsi

PM 3.1.2.2. Kerja Sama Luar Negeri

Bire Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Eksternal: Kementeran/Lembaga terkait dan
Mitra Luar Negeri

Menko PM

PM3.1.222
PM3.1.2.21. Perundingan | s
Penjajakan per: ;: san .
kerja sam: luar Naskah kerja
9 i sama luar O PM3.1.224.
negeri Pelaksanaan
Kerja Sama luar
negeri

.................................................. .. PM 31223,
Persetujuan dan
— Penandatangan
Naskah kerja
sama luar negeri

PM 3.1.2.2.5.

Pemantauan,

evaluasi, dan
Pelaporan kerja
sama luar negeri

c)Level 3...
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c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.3. Reformasi dan Birokrasi

Level 0 | PM 3. Manajemen Kinerja dan Kerja sama

Level 1 ’ PM 3.1. Manajemen Kinerja

Level 2 ‘ PM 3.1.3. Reformasi dan Birokrasi

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 3.1.3. Reformasi Birokrasi

Biro Manajeman Kinerja dan Kena Sama

Ekstemal: Kementerian Keuangan; Bappenas.
KemenPAN RB

Menko PM

PM 3131,
Perencanaan
road map
Reformasi
Birokrasi
tahun berjalan

PM3134
Pemantauan
....... dan
pengendalan

PM3.1.35.
Pelaksanaan

> evaluasi

pelaksanaan
reformasl

birckrasi

PM3.1.32 PM 3,133, Renaksi
Peryusunan Pelakzanaan Reformasi
........... Ronaks My Renaksl Birokrasi
I . Reformasi o Reformasi
Birokrast Birokrasi
PM3.1.36.
| Panilaian dan
penetapan RB
................................................................................ T

d) Level 3. ..
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d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 3.1.4. Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan

Level 0 | PM 3. Manajemen Kinerja dan Kerja sama

Level 1 PM 3.1, Manajemen Kinerja

Level 2 I PM 3.1.2. Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 3.1.2. Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan

Biro Manajemen Kinersa dan Kerja Sama

Internal: Depuli, Asdep, Biro, Inspektoral dan
Stakeholder mlemal

Ekstarmal. Kementarian Keuangan, Bappenas
dan KemenPAN RB

Manko PM

PM31.24.

Pangaklaan
Data Kinarja

PM3121. PM3122
Perencanaa »| Palak
n Kinerja n Kinerja
L )

PM3125

PMl26
Reau dan
Lo

Knenas

PM 3127,
Reviu dan
Evalasi
Kinerja
Eksternal

2.Level 1...
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2. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4. Hukum, Organisasi dan Persidangan

PROSES

PM 4, Hukum, Organisasl, dan Persidangan

PM 4.2 Penataan
Organisasi

PM 4.1 Hukum

PM 4,3 Persidangan

OUTPUT

PROSES PENDUKUNG

SUPPLIER INPUT
® Visi & Misl
Presiden
® Amanah Regulasi
terkait
pemberdayaan
masyarakat
® Arahan Presiden
® Arahan Menko
Sekretars & RPIPN
Kementerian ® RPIMN
® Kebijakan nasional
dibidang
Pemberdayaan
Masyarakat
® Renstra Kemenko
PM/K/L/PD
® Rencana Kerja
Pemerintah (RKP}
Data dan Informasi
) Regulasi, Usulan
Penetapan Jabatan
Oeputt Terkalt 1 Fungsional (JF) dan
— permintaan telaahan
dan bantuan hukum,
N
8iro Terkait P Dukungan Internal
| S
 E—
Inspektorat - FPeng n Internal
|

Y

Regulasi
({Inpres,
Permenko,
Kepmen,
Kepses)

Telaah dan
masukan hukum
Advokasi

(MoU dan PKS)
Analisis Jabatan,
Penyusunan JF
SOP, Standar
pelayanan
Himpunan
bahan, Info
persidangan
Bahan paparan,
brief info,
sambutan
Dukungan
Internal

CUSTOMER

—

L

Sekrataris
Kemantenan

Deputi Terkait

Biro Terkait

Inspektorat

i. Level 2. ..
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1. Hukum, Organisasi dan Persidangan

PM 4.1. Hukum

PM 4.2, Penataan
Organisasi

PM 4.3, Persidangan

PM 4.1.1 Perencanaan
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

PM 4.1.2 Penyusunan
dan Penelapan Produk
Hukum

4.2.1. Tata Laksana dan
Pengembangan

Organisasi

PM 4.1.3 Dokumentasi
Produk Hukum

PM 4.1.4 Advokasi
Hukum.

PM 4.3.1 Fasllitasi
Penyiapan Bahan
Persidangan

PM 4.3.2 Risalah dan
Dokumentasi
Persidangan

a) Level 3. ..
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a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.1. Perencanaan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan

PM 4. Hukum, Organisasi, dan Persidangan

Level 1 PM 4.1. Hukum

Level 2

PM 4.1.1. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 4.1.1. Perencanaan Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

Biro Hukum dan Organisasi
PM4.1.1.1.
Persiapan perencanaan PM4113
Pembentukan PUU PM4.1.12 Meanyusun draft
> P rencana > program
..................................................................... bentukan PUU |-+ --mmmmmmereeeeees T

Intarnal: Deputi, Asdep, Biro, Inspekiorat dan PUU

stakeholder intarnal

Sekratars Kementerian

PM4.1.14.
Penetapan Program
Pambantukan PUU

b) Level 3. ..



b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.2. Advokasi Hukum

- 106 -

Level 0 | PM 4. Hukum, Organisasi, dan Persidangan

Level 1 ‘ PM 4.1. Hukum

Level 2 ‘ PM 4.1.2, Advokasi Hukum

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 4.1.1. Advokasi Hukum

Menko PM

Intarnal: Deputi, Asdep, biro, Inspekiorat dan

stakeholder internal PM4.1.1.1
------------------------------------------------ - Menerima Kuasa
khusus penanganan
kasus

PM41.1.2
Pelaksanaan
advokasi hukum

PM4.113

Laporan pefaksanaan
advokasi hukum

c)Level 3...
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c) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.3. Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum

Level 0

PM 4, Hukum, Organisasi, dan Persidangan

Level 1 PM 4.1. Hukum

Level 2

PM 4.1.3. Penyusunan dan Penetapan PUU

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 4.1.3 Penyusunan dan Penetapan PUU

Biro Hukum dan Organisasi
PM4.1.21.
Menyusun draft
rancangan turan
............................................... . gan pera PM4.1.2.2. :M4.1.23..
_ »| Pembahasan > armonssasi

Internal: Deputi, Asdep, biro, inspektorat dan antar KIL rancangan

. stakeboidetiotemnal ... ... L R

Eksternal: Kemenkum dan K/L terkait

Menko Pemberdayaan Masyarakat

PM4.124.
Paraf
koordinasi /
menten

PM4.1.25.
Penelapan Peraluran

d) Level 3. ..
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d) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.1.4. Dokumentasi Produk Hukum

Level 0 PM 4. Hukum, Organisasi, dan Persidangan
Level 1 ’ PM 4.1, Hukum
Level 2 ‘ PM 4.1.4. Dokumentasi Produk Hukum
Level 3
Level 2 - Lintas Fungsi
PM 4.1.4. Dokumentasi Produk Hukum
Biro Hukum dan Organisas PM4.1.4.1. PM4.142
Mengkategorikan 1 Penyimpanan dan Penataan
Produk Hukum Produk Hukum
PM4.143,
Internal: Deputi, Asdep, bro, mspektorat dan > Penyebark Produk
stakeholder intemal Hukum
Ekstemal: Kemenkum,

i

i

.Level2...
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.2. Organisasi

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.2.1. Tata Laksana dan Pengembangan Organisasi

Level 0 | PM 4. Hukum, Organisasi, dan Persidangan

Level 1 ‘ PM 4.2. Penataan Organisasi dan tata Laksana

Level 3

Level 2 l PM 4.2.1. Pengembangan Organisasi

PM 4.2.1.1. Penataan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja
PM 4.2.1.2. Penyusunan Instrumen Dasar Pengelolaan Jabatan

Level 3 - Lintas Fungsl

Bira Hukum dan Organisasi

stakaholkder intarnal

Meanko PM

Internat: Deputi, Asdep, biro, inspektorat dan

PM42.1.1.
Panatsan
Strukiur
Organisasi

PM4212
Peryusunan
Proses Bisnis dan
mekanisme
kinerja

PM4.213.
Penyusunan
SOP dan
katatalaksan
aan linnya.

PM 4.2.1.1. Penataan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja

PM4214.
Evaluasi Py

Strukiur organisas
dan sistem kena

PM4.215.

» Py pan struktur
organisasi dan Probis

Level 3...
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 4.2.1.2. Penyusunan Instrumen Dasar Pengelolaan Jabatan

Biro Hukum dan Organisasi

Intemal: Depuli, Asdep, biro, inspektorat dan
stakeholder Internal

Menko PM

PM42121
Analisis
Jabalan dan
Beban Kena
(Anjab-ABK)

PM42124.
""" .y ?:“42'1";'1: x===0 PM42123 =ce==2= Panyusunan |-t
s "| Evalasi Jabatan o Standar o

Pela Jabatan Kompetensi

PM4.2125.

Evaluasi
Instrumen
dasar
Pangelolaan
Jabatan

PM42126
Penetapan Peta Jabalan

.Level 2...
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3. Persidangan

a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3.1. Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan
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Level 0

PM 4. Hukum, Organisasi, dan Persidangan

Level 1 PM 4.3. Persidangan

Level 2

PM 4.3.1. Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 4.3.1. Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan

Biro Hukum dan Organisasi dan Pargidangan

Internal: Deputi, Asdep, Biro, Inspakiorat dan
stakaholdar imemal

Eksternat: KIL terkait dan Pemda

PM4.3.1.1.
Koordinasi
penyiapan/pengumpulan
bahan/data dukung
bahan persidangan

PM4.21.2
Pengelotaan bahan/
penyusunan Bahan

Persidangan

PM4.2.1.3.
Pelaksanaan
Persidangan

PM4.214.
Dokumentasi bahan
persidangan

b) Level 2. ..
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b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 4.3.2. Risalah dan Dokumentasi Persidangan

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 4.3.2. Risalah dan Dokumentasi Persidangan

Biro Hukum Organisasi dan persidangan PM4.3.2.1 PM4323,
- | Pelaksanaan dokumentasi
Mengidentifikasi dan persidangan
Koordinasi penyusunan
_____________________________________________ N risalah dan dokumentasi
idangan

Internal: Deputi, Staf Ahli, Asdep, biro, persicanga > f:::é::éiﬁ

inspektorat dan stakeholder internal penyusunan risalah
............................................................................................................................................... PM 4324,

Tindak lanjut risalah

Eksternal K/L/Pemda Terkadt

3.Level 1...
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3. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5. Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi

SUPPLIER

INPUT

Sekrelaris
Kementerian

Deputi Terkait

Visi & Misi
Presiden
Amanah Regulasl
terkait
pemberdayaan
masyarakat
Arahan Presiden
Arahan Menko
RPIPN

RPIMN

Kebijakan nasional
dibidang
Pemberdayaan
Masyarakat
Renstra Kemenko
PM/K/L/PD
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)

PROSES

PM 5. K ikasi, Py

laan Data dan Informasi

PM 5.1 Pengelolaan
Komunikasi

PM 5.2 Pengelolaan
Data dan Informasi

OUTPUT

CUSTOMER

Data regulasi,
kerjasama,
pengawasan, dan
program

PROSES PENDUKUNG

Dukungan Internal

Biro Terkait >
Inspektorat >

Pengawasan Internal

\J

Siaran
Pers/Publikasi
Dokurmnentasi
Kegiatan
Media sosial
Website
Email terkait
Kepegawaian
Cloud Storage
Dokurmen
Internal
Dukungan
Internal

Deputl Terkait

Biro Terkait

Inspektorat

i. Level 2. ..
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i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi

PM 5.1, Pengelolaan Komunikasi

PM 5.2, Pengelolaan Data dan Informasi

PM 5.1.1 Pelayanan
Informasi Publik

PM 5,1.2 Pelayanan
Kehumasan dan
Diseminasi Data dan
Informasi

PM 5.1.3 Perpustakaan

PM 5.2.1 Koordinasl dan
Pelaksanaan Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi

PM 5.2.2 Pengembangan
dan Penerapan Sistem
Informasi

PM 5.2.3 Pengembangan,
Pemeliharaan,
Pengamanan Infrastruktur
T, Sistem Jaringan dan
Layanan Teknis

a) Level 2...
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a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1.1. Pelayanan Informasi Publik

Level 0 ‘ PM 5. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi

Level 1 ‘ PM 5.1. Pengelolaan Komunikasi

Level 2 ‘ PM 5.1.1. Pelayanan Informasi Publik

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 5.1.1. Pelayanan Informasi Publik

SRRN PM51.1.4,
PPID, Biro Komunikasi dan Pengelolaan Mangnmis L;mwan Membeﬂ';:af\ L;MW
Dala dan Informasi datafinformasi dan yang diminta dan hasil
pengaduan tindak lanjut pengaduan
................................................. PM5.1.1.2
Koordinasi
penyiapan data dan
tindak lanjut PM5.1.13,
Internal: Depuli, Asdep, biro, inspekiorat dan REORcuN] d:::ml sl :::;.n
stakeholder internal dan menindaklanjuti
pengaduan

Eksternal- Stakeholder Exsternal

PM5.1.1.4.
Menerima dalairespon
yang diminta dan hasil

tindak lanjut pengaduan

b) Level 2. ..
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b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.1.2. Pelayanan Kehumasan dan Diseminasi Data dan Informasi

Level 0 PM 5. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi

Level 1 PM 5.1, Pengelolaan Komunikasi

Level 2 PM 5.1.2. Pelayanan Kehumasan dan Diseminasi Data dan Informasi

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 5.1.2. Pelayanan Kehumasan dan Diseminasi Data dan Informasi

PPID, Biro Komunikasi dan Pengelolaan
Data dan Informasi

PM 5.1.23.
> Mempublikasian
"""""""""""""""""""""""" o TTTTrrrrrrmmmmmmmreEees PM5122 I D Bahan Pamberntaan [N
> Menyusun dan
Eksternal: Media menatapkan bahan
pemberntaan
............................................... . PM5.1.2.1.
Mengidentificasi
Intemal- Deputi, Asdep, biro, inspektorat dan Pemberilaan

stakeholder mternal

Menko PM

LevelO...
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Level 0

PM 5. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi

Level 1 ‘ PM 5.1. Pengelolaan Komunikasi

Level 2 ‘ PM 5.1.2. Perpustakaan

Level 3 PM 5.1.2.1 Layanan Perpustakaan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 5.1.2.1 Layanan Perpustakaan

Pustakawan

dan Informasi

Intemal: Biro Komunikasi, Pengelolsan Data

Sekretaris Kementerian

PM5.1.21, PM5122
Mengidentdfikasi Pengadaan dan
kebutuhan layanan pengumpulan kebutuhan
perpustakaan layanan perpustakaan
............................... I

PM5.1.23.
Membeli
kebutuhan
perpustakaan

PM51.24
Pengelolaan
layanan
perpustakaan

PM 5.1.25.
Monitorng dan oo oceeiiiiaans
Evaluasi
Perpustakaan

PM5.1.286.
Menerima laporan

monitoring dan evaluasi
perpustakaan

ii. Level 2. ..
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. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2. Pengelolaan Data dan Informasi

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.1. Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Level 0 | PM 5. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi

evel 1 ‘ PM 5.2. Pengelolaan Data dan Informasi

Level 2 ‘ PM 5.2.1. Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Level 3 PM 5.2.1.1 Pengelolaan Data

PM 5.2.1.2, Pengelolaan Informasi

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 5.2.1.1 Pengelolaan Data

Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan

Informasi
PM521.1.2 - PM521.1.3. N h’::ﬂiﬁ:é;:n
"""""""""""""""""""""""""""""" . Pengolahan Data Penyajian Data =l
PM5.2.1.1.1.

Pangumpulan Data

Internal: Deput, Asdep, bro, inspektorat dan
stakeholder intemal

Level 3. ..



- 119 -

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 5.2.1.2 Pengelolaan Sistem Informasi

Biro Komuniasi dan Pengelolaan Data
dan Informasi

Intemal: Deputi; Asdep; Biro,
Inspektorat dan stakeholder intemal

Ekstemal: Kemkomdigi, BSSN;

PM52121.
Perencanaan
pengelolaan
sislem
informasi

PM5.21.23, o
===nas Pangelolaan e p‘.' —

Infrastrukiur <

PM5.2.1.2.2. - - Sistem

Pembangunan Sislem Informasi Informasi

dan
Pamutakhiran
Sistem
Informass

PMS5.21.24.
Pemeliharaan
Sistem
Informasi

PM 52.1.25.
Evaluasi

b) Level 2. ..
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b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.2. Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi

Level 0 | PM 5. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi

Level 1 ‘ PM 5.2. Pengelolaan Data dan Informasi

Level 2 ‘ PM 5.2.2. Pengembagan dan Penerapan Sistem Informasi

Sckretaris Kementerian

Level 3
Level 2 - Lintas Fungsi
PM 5.2.2. Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi

PM 5223 PM5225.
Biro Kemunikasi dan Pengelclaan Data dan Melakukan Melakukan
Informasi PM5222. | penerapan dan Monev dan

PM522.1. Melakukan pangelolasn sistam PM5224. pengambangan
Mo - —»|  perencanaan dan Melakukan kanjulan
............................................... .. kebutuhan sistem pangambangan pelashan dan
informas sosialisas)
sistem

Unit Kerga Terkat

PM5226
Menarima
Laporan

c)Level 2...
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c) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 5.2.3. Pengembangan, Pemeliharaan, Pengamanan Infrastruktur IT, Sistem Jaringan, dan
Layanan Teknis.

Level 0 PM 5. Komunikasi, Pengelolaan Data dan Informasi

Level 1 PM 5.2, Pengelolaan Data dan Informasi

Level 2

PM 5.2.3. Pengembangan, Pemeliharaan, Pengamanan Infrastruktur IT, Sistem Jaringan, dan Layanan Teknis

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 5.2.3. Pengembangan, Pemeliharaan, Pengamanan Infrastruktur IT, Sistem Jaringan, dan Layanan Teknis
) . X PM5233.
Biro K kasi dan Pengelotaan Data d PM5235,
iro Komunikasi dan Pengelotaan Data dan PM5231. PM 5232 Melakuken snalisis i
Informasl Melakukan Medakukan analisis risk management PM5234.
Inventarisasi kebutuhan Melakuksn Monew
kebutuhan — pengambangan dan pengembangan'
.............................................. B R R o
Unit Kerja Terkait pomollha{a‘o; I Sietam s =l
Ekstarnal: Vendor
................................................................................................................................................................................................... \ T
PM5.2.36.
Sakretarts Kemanterian Menerima
Laporan

4. Levell...
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4. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6. Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum

INPUT

PROSES

ouTPUT

CUSTOMER

Visi & Misi Presiden

Amanah Regulasi terkait
pemberdayaan masyarakat
Arahan Presiden

Arahan Menko

RPIPN

RPJIMN

Kebijakan nasional dibidang
Pemberdayaan Masyarakat
Renstra Kemenko PM/K/L/PD
RKP

Regulasi anggaran kerjasama
dan program

PM 6. Keuangan, SDM dan Umum

[ PM 6.1. Rumah Tangga dan Pengadaan

| PM 6.2. Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

[ PM 6.3. Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Rencana Program dan
anggaran, Kebutuhan SDM
dan Umum

PROSES PENDUKUNG

-

Dokumen Pengadaan =

Laporan Barang Milik

> Negara (BMN) 1
Penyediaan tenaga  |_
— alih daya
Penyediaan
- Kebutuhan —
Perkantoran
Dokumen Laporan
M Pertanggungjawaban =

Anggaran

Kuasa Pengguna

Barang

Seluruh Unit kerja di
Kemenko PM

Dukungan Internal

SUPPLIER
)
.
.
.
Sekretaris .
Kemantenan i
.
)
.
.
r—

Deputi Terkait —
—
r——

Biro Terkait —
—
r——

Inspektorat —
—

Pengawasan Internal

Layanan Dukungan
Pimpinan

—_—

>

Layanan Persuratan =

Layanan SDM —

[

Kuasa Pengguna
Anggaran

i. Level 2 ...
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.1. Rumah Tangga
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PM 6.1. Rumah Tangga

PM 6.2. Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

PM 6.3. Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia

PM 6.1.1 Urusan Dalam

6.2.1. Tata Usaha 6.2.2. Protokol
Pimpinan

PM 6.3.1 Manajemen
Keuangan

PM 6.3.2 Manajemen
Sumber Daya Manusia

a) Level 2...



a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.1.1. Urusan Dalam
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Level 0 PM 6. Keuangan, SDM, dan Umum

Level 1 PM 6.1. Rumah Tangga dan Pengadaan

Level 2 PM 6.1.1. Urusan Dalam

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 6.1.1, Urusan Dalam

Biro Keuangan, SDM, dan Umum

Unit Kena Terkait

PMB.1.1.1.
Marencanakan kebutuhan
Kerumahtanggaan

PM6.1.1.2,
Mengedola pemenuhan
kebutuhan rumah tangga

PM6.1.1.3.
Mengevaluasi pengelolaan dan
menyusun laporan dan
pelaksanaan layanan
kerumahtanggaan

v

i

i

.Level2...
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. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2. Tata Usaha dan Protokol

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2.1. Tata Usaha Pimpinan

Level 0 PM 6. Keuangan, SDM dan Umum
Level 1 PM 6.2.Tata Usaha dan Protokol
Level 2 PM 6.2.1.Tata Usaha Pimpinan
Level 3
PM 6.2.1.1. Tata Usaha Menteri Koordinator
PM 6.2.1.2. Tata Usaha Sekretaris Kemenko dan Staf Ahli
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 6.2.1.1. Tata Usaha Menteri Koordinator
PME21.1.2
Biro Keuangan, SDM, dan Umum Mengelola dsposisl dan
& agenda serta jadwal kegiatan
Menko
.......................................... pM62'1'1'1' R R I e EEEEEEE cesaea
Manarima dan
Intemal; Deputi; Biro mangekla PM 6.2.1.1.4. Mengelola
Surat/ Dokumen |jadwal PME62.1.1.5.
masuk ke Dan Panyadiaan Pangarsipan dan
........................................ Menko e T—— kebutuhan pelayanan — Penyarahan
sarana, administrasi, dan Laporan
Sekretaris Kementerian koordinasi
Eksternal; ANRI, K/L terkait dan Pemda

Level 3. ..
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 6.2.1.2. Tata Usaha Sekretaris Kemenko dan Staf Ahli

Biro Keuangan, SDM, dan Umum

Ekstemal: ANRI, K/L terkait dan
Pemda

PM6.2.1.2.1.
Menerima

PM621.22.
Menentukan disposisi dan sural keluar
dan Sekretaris Kemenko/ Staf Ahl

PME21.24.
Mengelola jadwal
Dan Penyediaan
kebutuhan
pelayanan sarana,
administrasi, dan
koordinasi

PM6.21.25.

Pengarsipan
dan
Penyerahan
Laporan

b) Level 2 . ..



b) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2.2. Protokol
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Level 0 l PM 6. Keuangan, SDM dan Umum

Level 1 ‘ PM 6.2.Tata Usaha dan Protokol

Level 2 I PM 6.2.2.Protokol

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi

Eksternat: KL terkait dan Pemda

PM 6.2.2.Protokol
Intermal; Deputi; Bire
Biro Keuangan, SOM, dan Umum PM62.21.
Penyusunan
Padoman Teknis PME62.22 PME8224
keprotokolan Pambinaan T
................................................ . Evaluasi pelaksanaan
L. wpokon [T ] PM6223 [T 5 ot
Sekretaris Kemantarian kepratokalan
Manko PM

i

i

i

.Level2...
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3. Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia

a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3.1. Manajemen Keuangan

Level 0 l PM 6. Keuangan, SDM dan Umum

evel 1 PM 6.3. Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusla

Level 3

Level 2 ’ PM 6.3.1. Manajemen Keuangan

PM 6.3.1.1. Pelaksanaan Anggaran

PM 6.3.1.2. Penyusunan Laporan Keuangan

Level 3 - Lintas Fungsl

PM 6.3.1.1. Pelaksanaan Anggaran

Maembayar (FPSPM)

(KPPN)

Bendahara

Pajabat Pambuat Komitmen/ Kuasa
Pangouna Anggaran ( PPIKKPA)

Pajabat Panandatangan Surat Perintah

PM6.3.1.1.1.
Mengusulkan surat
perntah pembayaran

PME311.2.
Tanda tangan SPM

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PME3.1.13.

| Memeriksa dan menerbitkan
$P20

PMB31.14,

> Menearima SP2ZD dan
melakukan pembayaran

v

PME21.1.5
Menenma dana untuk
pelaksanaan kegiatan

Level 3...
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 6.3.1.2. Penyusunan Laporan Keuangan

Unit Kerja terkail

PME.31.21
Mengkonsclidasican, menyusun dan
manyampakan laperan keuangan

PME6.3.1.23.
Mengronsoldaskan,
mengevaluasi, memvenfikasi, dan
menyusun laporan keuangan
kamantarian

PMB3122
Mereviu laporan keusngan
dan menyampakan hasil

Meraviu laporan Keuangan dan

PME3124,

maenyampaikan hasil reviv

PM6.3.1.25.

dan menymrpai; Iaponu'\
ke Kemenkeu dan BPK

b) Level 3. ..
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b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3.2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Level 0 PM 6. Keuangan, SDM dan Umum
Level 1 PM 6.3. Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Level 2 PM 6.3.2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Level 3 PM 6.3.2.1 Perencanaan SDM PM 6.3.2.6 Pengembangan Kompetensi
PM 6.3.2.2 Pengadaan: Rekrutmen dan Seleksi PM 6.3.2.7 Pengembangan Karir
PM 6.3.2.3 Penatausahaan Administrasi Kepegawaian PM 6.3.2.8 Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Penegakan Disiplin
PM 6.3.2.4 Pemberian Gaji dan Tunjangan. PM 6.3.2.9 Pemberhentian
PM 6.3.2.5 Perlindungan dan Jaminan
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 6.3.2.1. Perencanaan SDM
Internal: Biro
................................................................................................ PMB3.2.14.
»|  Evaluasi kedutuhan
PM6.3.21.1. PM6.32.1.2. PMaS219 Frafwe
Biro Kauangan, SOM, dan Umum Persiapan rencana Penyusunan e
! kebuluhan pagawai [ L peg > u;"u:"’:,’“"‘" :
fargkapanrg e pagewn
Sekratans Kementerian
R Kmmpa" iié.' B s N e [

Level 3. ..
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PM 6.3.2.2. Pengadaan: Rekrutmen dan Seleksi

Internal: Bira

PMB3221, pengadasn pegawsi
Persiapan
pelaksansan
pengadaan pagawai
......................................................................................................... PM6.32.23.
. . . Penatapan dan
Sekretaris Kemanterian > angkatan CPNS
............................................................................................................................................. ataupun PNS
Exstamal. Kemeanpan-RB, BKN
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 6.3.2.3. Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
Internal: Unit kera
PM 63232
P:»‘:iig\" Pelaksanaan PM 63233,
Biro Keuangan, SDM, dan Umum penat h a0ministras! > E.vamu
administrasi B per \
kepegawalan kepegawaian kepegayaaan
Ekstemal: Kemenpan-RB, BKN

Level 3 ...
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 6.3.2.4. Pemberian Gaji dan Tunjangan

Intamal: Unit kara

PME3242

.......................................................................................................................... Palaksanasn
> pemberian gaj dan
tungangan
PME3241 PME63243,
Persiapan p ian »|  Evaluasi pemberian
Biro Keuangan, SOM, dan Umum ga) dan tunangan gajl dan tunjangan
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 6.3.2.5. Pelindungan dan Jaminan
Intamal: Biro
PM63251.
: g PMB63253.
8o Keuangan, SOM, dan Umum Persiapan pelindungan » E i pelgm.nsngan dan
dan jaminan PMB3.252. Jaminan
.................................................. Pelindungan dan
Jaminan

Ekstermnal:

Level 3...
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Level 2 - Lintas Fungsi

PM 6.3.2.6. Pengembangan Kompetensi

Internal: Unit kerja

PMB3.26.1 PME3262. ,\P'“fj?'e; . ml:: |6.32.8.4.
Biro Keuangan, SDM, dan Umum Persispanpengemban  [—%1 A Peg » r pelatihan - pengemben;w
ool _aachec kompetensi
Exstemal: Kemenpan RB; BKN; Bappenss. | | [
Lembaga Pendidikan: Lembaga Penyedia
Beasiswa
Level 2 - Lintas Fungsi
PM 6.3.2.7. Pengembangan Karir
Eksternal:
KemenPANRE: BKN; KASN; instans terkait
PME63271
............................................... Rencana
pengembangan kanr
PMB63.273
Biro Keuangan, SDM, dan Umum > Evaluasi pengembangan
PM 63'2‘72' ......................... u"' ......

o| Pelaksanaan pengembangan

karir

Level 3. ..
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 6.3.2.8. Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Penegakan Disiplin
Eksternal: BKN
PME3284
Biro Keuangan, SOM, dan Umum > "'E::Iﬂﬁ::x':z"
dan penagakan disipin
.................................................................... s PM 6.3.28.3.
PME3281 ) B Panegakandisipin |
ntemal: Semua unit kerja Penilaian Kinera | PME3.282.
Penghargaan ASN
Sekretaris Kementerian
Menko
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 6.3.2.9. Pemberhentian
Exstamal: BKN
PMB.320.1.
Biro Keuangan, SDM, dan Umum Perslapan p > PM63293
pembarhentian pegawai PME3.29.2 Evaluasi pembarhentian pegawai
.............................................................................................................. | § a8 pemb T | I
Intemal: Unit karja o pegawai
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5. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7. Tata Usaha

INPUT

Visi & Misi Presiden
Amanah Regulasi terkait
pemberdayaan masyarakat
Arahan Presiden

Arahan Menko

RPIPN

RPIMN

Kebijakan nasional dibidang
Pemberdayaan Masyarakat
Renstra Kemenko PM/K/L/PD
RKP

Regulasi anggaran kerjasama
dan program

PROSES

PM 7. Tata Usaha

[ PM 7.1. Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat

Rencana Program dan
anggaran, Kebutuhan SOM
dan Umum

PROSES PENDUKUNG

Dukungan Internal

SUPPLIER
.
.
L]
.
Sekretari . *
ekretaris L
Kementerian .
.
.
.

SEEE———

Deputi Terkait i
L
—

Biro Terkait —
R ——
SEEE———

Inspektorat —
S —

Pengawasan Internal

OUTPUT CUSTOMER
Ketatausahaan —-—
Penyediaan tenaga _|
alih daya
Dukungan -
Administrasi
Seluruh Unit kerja di
Kemenko PM
Dokumen Laporan
Pertanggungjawaban ==
Anggaran
Layanan Dukungan  L_ Kuasa Pengguna
Deputi/Inspektorat Anggaran
Layanan Persuratan e
Laporan Pengawasan ==

i. Level 2. ..
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i. Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1 Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat

PM 7.1. Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat

7.1.1. Tata Usaha Deputi 7.1.2. Tata Usaha
Inspektorat

a) Level 3...
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a) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1.1. Tata Usaha Deputi

Level 0 | PM 7. Tata Usaha

Lovel 1 { PM 7.1. Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat

Level 2 ’ PM 7.1.1.Tata Usaha Deputi

Level3 PM 7.1.1.1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
PM 7.1.1.2. Penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran
PM 7.1.1.3. Pengelolaan Ketatausahaan

Level 2 - Lintas Fungsi

PM 7.1.1.1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Internal; Deputi; Tata Usaha
PM7.1.11.1, PM7.111.2

Deputi. Mengidentifikasi Merencanakan
e Rencana kegiatan, |———  kegiatan, anggaran

Biro MKK anggaran, dan dan koordinasi P::';; .1 ';'3

koordinasi
program program i e
Keuangan
Sekretaris Kementerian > Evalpursk;; k‘:a:nam

Menko PM

Eksternal: BPS,
KemenPAN-RB, Bappenas,
BPKP

Level 3. ..
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Level 3 - Lintas Fungsi
PM 7.1.1.2 Penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran
Internal; Deputi; Tata Usaha
Deputi .
Biro MKK PM7.1.1.2.1, PM7.1.122
Menerjemahkan Melaksanakan
rencana keja dan Rencana kerja PM7.1.1.23, PM7.1.1.24.
......................................... anggaran yang dan anggaran Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan |........................
telah disepakati yang lelah keglatan kerja Rencana Kena dan
Sekretaris Kementerian disepakati dan anggaran anggaran yang telah
disepakat.
Menko PM
Eksternal: BPS, Kemenpan-RB,
Bappenas, BPKP
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 7.1.1.3 Pengelolaan Ketatausahaan
Internal; Deputi; Tata Usaha PM7.1.132 PM,:‘L;?‘:
Deputi PMTA.484 Koordnasi dan PM7.1.1.33 * b
e Mendisposisikan o Pengarsipan
catatan surat Surat dan -
masuk surat dan
Bifo KSU dokumen dokumen
Sekretaris Kementerian
PM7.1.1.35.
s T
Menko PM
Eksternal:

BPS, Kemenpan-RB, Bappenas
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b) Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1.2. Tata Usaha Inspektorat

tevelo | PM 7. Tata Usaha

Level 1

PM 7.1. Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat

Level 2 | PM 7.1.2.Tata Usaha Inspektorat

Level 3

PM 7.1.2.1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

PM 7.1.2.2. Penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran
PM 7.1.2.3. Pengelolaan Ketatausahaan

PM 7.1.2.4. Koordinasi, Fasilitasi, dan Pelaksanaan RB
PM 7.1.2.5. Pembuatan Laporan

Level 3 - Lintas Fungsi

PM 7.1.2.1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Internal; Deputi; Tata Usaha
Deputi .

Sekretarls Kementerian
Meanko PM

Ekstemal: BPS, Kemenpan rb,
Bappenas, BPKP

Bro MKK dan Biro KSU

PMT71.21.2
Merencanakan
e '"?r?;‘.'“' PM7.1.213.
program M_enoolola
Administrasi dan
Keuangan

A A

PM7.1.214.
Evaluasi pelaksanaan

Level 3...
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Menko PM

Eksternal:

BPS, Kemenpan-RB, Bappenas

Level 3 - Lintas Fungsi
PM 7.1.2.2 Penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran
Internal; Deputi; Tata Usaha
Deputi |
Biro MKK PM7.1221, ":M 7‘1'2'2&
Menerjemahkan e
- kerja dan »| Rencanakena PM7.1.22.3. PM7.1.2.24.
anggaranyang | dan anggaran Pelaksanaan |................ Evaluasi pelaksanaan
; ; telah disepakati yang lelsh kegiatan kerja »|  Rencana Kerja dan
Sekretaris Kementerian disepakati dan anggaran, anggaran yang lelah
disepakati,
Menko PM
B I immmmmssey 00 mea
BPS, Kemenpan-RB, Bappenas,
BPKP
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 7.1.2.3 Pengelolaan Ketatausahaan
Internal; Deputi: Tata Usaha PM7.1.23.2 PMTI 254
Deputi . PM7.1231 Koordinasi dan PM7.1233
Pencatalan sural » [ »| Pongwsiomn
m‘” Bl s"udan ....... swan e e ———————————— . .
Biro MKK dokumen dokumen
Sekretaris Kementerian
PM7.1.235.
................................................................................................................................................... (zin surat kekuar

Level 3. ..
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Level 3 - Lintas Fungsi

PM 7.1.2.4. Koordinasi, Fasilitasi, dan Pelaksanaan RB

PM7.1.242
Inspektorat PM7.1.24.1. Memfasilitas:
Mengoordinasika kebutuhan data P IPM 7‘1'2";"3
n kebutuhan data —=|  untuk setlap > yangpdlnd!a“ " PM7.124.4.
— untuk setiap Index index Menyampaikan hasil
Degputi dan Biro -
Exstemat
BPKP. Keenenpan RB, KPK
PMT 1248,
Sakretans Kementenan . dal: -
Menko PM
Level 3 - Lintas Fungsi
PM 7.1.2.5. Pembuatan Laporan
PM7.1.2.51. PM71.252.
Mengumpulkan dan Mengumpulkan dan
Inspokiorat meringkas laporandari | meringkas taporan dari
inspektorat menjadi inspektorat menjadi
SR ———, ... Iaporan tahunan
Internal: PM7.1253.
Daputi dan Biro Menyampaikan hasil
rangkuman laporan
Saluruh unit karja terkalt
Sekrelans Kementenan PM7.1254.
Menerima Hasd rangkuman
laporan

Level 3 ...
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6. Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8 Pengawasan

SUPPLIER

INPUT

Sekretaris

Kementerian

Deputi Terkait

Biro Terkait

L I

Visi & Misi
Presiden
Amanah Regulasi
terkait
pemberdayaan
masyarakat
Arahan Presiden
Arahan Menko
RPIPN

RPIMN

Kebijakan nasional
dibidang
Pemberdayaan
Masyarakat
Renstra Kemenko
PM/K/L/PD
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)

PROSES

OUTPUT

PM 8. Pengawasan Internal

PM 8.1 Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pelaporan Pengawasan Internal

CUSTOMER

Laporan hasil
pengawasan

Dukungan Internal

PROSES PENDUKUNG

Dokumen
Rekomendasi
Perbaikan unit
kerja

Seluruh Unit Kerja
di Kemenko PM

i. Level 2 ...
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Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan Internal
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PM 8.1. Pengawasan Internal

PM B.1.1 Perencanaan
Pengawasan Internal

PM 8.1.2 Pelaksanaan
Pengawasan Internal

PM 8.1.3 Pelaporan
Pengawasan Internal

a) Level 2...
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a) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.1. Perencanaan Pengawasan

Level 0 PM 8. Pengawasan Internal

Level 1 ‘ PM 8.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal

Level 2 | PM 8.1.1. Perencanaan Pengawasan Internal

Level 3

Level 2 - Lintas Fungsi
PM 8.1.1. Perencanaan Pengawasan Internal
PMB81.12
PM81.1.1

Menyusun dan menetapkan
Inspektorat ot | program kera pang )

i ek ®|  strategik bulanan dan

lahunan berdasarkan

priortas

v
Sekretans Kementarian
PMB1.1.3.
pengesaban program kerja
pengawasan strategk
......................................................................................................................................................................................... bulanan dan tahunan
Menko PM

b) Level 2. ..
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c) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.2. Pelaksanaan Pengawasan

Level 0 | PM 8. Pengawasan

Level 1 ’ PM 8.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal

Level 2 | PM 8.1.2. Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan Internal

Level 3
Level 2 - Lintas Fungsi
PM 8.1.2. Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan internal
PM81.24, PMB.1.25,
Dokumentasi Panyusunan laporan hasd
Inspektorat prog & peng bul dan
pengawssan tahunan
PMBI122
............................................... cnme wsssssened “mwmuﬁm. e s smmnnns m8.1-2‘3. ewssfeccnccttscnnnssscnnssssesnnssstsannsssssnnnssssnnnssscafhocssscnncsnnn
:M 8:12'1' = dan anallsis - Melaksanakan
y o dokumenidata - ram keda
Internal: Seluruh Unit Kerja dokumen pf,:,,ggaw;:'n
Eksternal: Mitra Kerja
........................................................................................................................................................................... "
Sekretaris Kemenlerian PMB.1.26.
Penerimaan laporan hasil
.................................................................................................................................... penge n

d) Level 2. ..
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d) Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.3. Pelaporan Pengawasan Internal

Level 0 PM 8. Pengawasan
Level 1 ‘ PM 8.1, Pelaksanaan Pengawasan Internal
Level 2 ’ PM 8.1.3. Pelaporan Pengawasan Internal
Level 3
Level 2 - Lintas Fungsi
PM 8.1.3. Pelaporan Pengawasan Internal
PMB813.1

Inspektorat Merangkum hasd

pengawasan Internal

samester dan tahunan,

PMB.1.3.2.
Menerima hasd
Sekretaris Kementerian > peng intemal
semester dan tahunan.
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D. Peta Relasi

‘ PETA RELASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROSES UTAMA

PM 1 PM 2

Manko [ Deguti 1 ] I Manko l I Depus 1 l
p'um T e an I [ Deputi 2 ] | S = l I Depus 2 l
[ Stat Ardi ] I Deputl 3 l [ Stat Ank ] I Deputs 3 l

PM 3 PM a PM S
Menko ]
[ Deputi [ Mernko ] Depus ] [ Menko [ E—
Selretans ] = .
K rmertari [ Inspoikioran [ ratnre ] ] Sekretan
2oan Kemenieran tnepoitorat ot [ Inspexiorat
Stal Ardi ] [ ai
‘o Star Ank Bro ] [ Stat Ani [ 8o
PM 6 PM 7 PM B
Adw v l [ Deputi [ Menko ] Cwput l [ Menko [ Dengeti
Saeratares Sekrelors Totootan
Ka:mlvun l [ spekiorat I Kavmnieran l nspelacrat l [ Knmmn:ﬁ [ Inspesiorat
Staf Ah l [ 8o I Saaf AnE l Bro l [ P— [ p—

PROSES PENDUKUNG

BABIV...



- 148 -

BAB IV
PENUTUP

Peta Proses Bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, dan terukur. Seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PM
menggunakan peta proses bisnis ini sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsinya
untuk pencapaian tujuan, sasaran, dan target kinerja yang ditetapkan.

Penyusunan peta proses bisnis ini berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Peta disajikan untuk
memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem, alur kerja, dan keterkaitan
fungsi utama di lingkungan Kemenko PM, baik pada tingkat makro (antar unit dan
antar fungsi) maupun mikro (prosedur pelaksanaan di masing-masing unit kerja).

Sebagai bagian dari upaya penataan tata laksana, peta proses bisnis ini diharapkan
menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara
efektif, efisien, dan terukur. Dokumen ini juga menjadi dasar bagi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengembangan sistem kerja yang adaptif
terhadap dinamika organisasi dan tantangan strategis pemberdayaan masyarakat di
masa mendatang. Melalui peta proses bisnis ini, Kemenko PM menegaskan
komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif,
transparan, dan berorientasi hasil, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang
berdaya, mandiri, dan sejahtera.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Persidangan

o

—_—

Niken Ariati
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	4.​Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6. Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum 
	i.​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.1. Rumah Tangga 
	a)​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.1.1. Urusan Dalam 

	ii.​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2. Tata Usaha dan Protokol  
	a)​Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2.1. Tata Usaha Pimpinan 
	b)​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.2.2. Protokol 

	iii.​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3. Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia 
	a)​Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3.1. Manajemen Keuangan 
	b)​Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 6.3.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 


	5.​Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7. Tata Usaha 
	i.​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1 Tata Usaha Kedeputian dan Inspektorat 
	a)​Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1.1. Tata Usaha Deputi 
	b)​Level 3 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 7.1.2. Tata Usaha Inspektorat 


	6.​Level 1 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8 Pengawasan 
	i.​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengawasan Internal 
	a)​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.1. Perencanaan Pengawasan  
	c)​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.2. Pelaksanaan Pengawasan  
	d)​Level 2 - Peta Sub Proses Bisnis Pendukung PM 8.1.3. Pelaporan Pengawasan Internal​ 
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